
PERSETUJUAN 

ANTARA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PEMERINT AH PERSATUAN F.:MIRA T ARAB 

UNTUK PENINGKATAf\I DAN PERLJNDIJNGAN TIMBAL SAUK 

AT AS PEN~NAMAN MODAL 

Pemerintah Republik Indonesia uEtn Pemerintah Persatuan Emirat Arab (selanjutnya disebut 

sebagai "Para Pihak"); 

BERKEINGlf\IAN untul< saling meningkatkan kerja sama &konomi yang lebih besar dalam 

rial penanaman rnod:::;I yang dilakukan oleh rara penanarn rriodal salah satu Pihak di wilayah 

riegara f-'!:·ie:k !ainnya; 

Mi:l\!YADARI b8hwa peningkatan dan per!indungan tiinhal balik Pe11anarnan Mod2I tc~rset:;ut 

akan kondusif untu~. menstimulasi kegiatan t.isnis yang saling menguntungkan dan untuk 

meningkatkan keseialiteraan keduc: belah Pihal<. 

MENYADAR! bahwa kerangl<a kerja penanaman modal yang stabil akan memaksirnnlkan 

efektifitas i::emanfa2tan f.urnber-sumber ekonomi dan meningkatkim standar hidup kedua 

belah Pihak; 

MENG·UAT..-~AN komitmen kedua beiah Pihak untuk memastil<an perkeinixmgarr 

per.c:m~man modal sedemikian rupa t •ntuk berk<mt1 ibusi pada pembangunari ber!<:e!Rnj t.:lan 

kedua belah Pih:lk; 

TE:L.O.H MENYETU,iUI SEBAGr\1 m:RIKUT : 
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Untuk tujuan Persetujuan ini : 

PASAL1 

Definisi 

1. lstilah 'Penanaman Modal adalal1 setiap jenis aset yang dimiliki baik secara iangsung 

maupun tidak langsung dan diinvestasikan oleh penanam modal sala~1 satu Pihak di 

wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan 

Pihak Lain dimaksud, antara lain termasuk: 

a. benda bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang terkait, seperti 

hipotek, jaminan, hak menikmati hasil dan hak-hak lain yang serupa; 

b. perusahaan, saham, modal, maupun bentuk-bentuk lain penyertaan dalam 

perusahaan; 

c. surat hutang, obligasi, pinJaman maupun bentuk lain dari hutang, termasuk 

pinjaman dari badan usaha milik negara ke badan usaha milik negai"a yang lain; 

rl. hak kekayaan intelektuai dan industri, yang terkait dengan penanaman modal; 

e. tagihan atas uang atau aset-aset lainnya, atau perbuatan yang bernilai 

ekonorr.is; dan 

f. hak-ha!< yang diberikan oleh undang-undang atau kontrak seperti konsesi, 

lisensi, surat kuasa atau izin-izin. 

TF:gihan atas uang yang rnelibatkan jenis bunga sebagaimana disebutkan pada (a) 

sampai (f) di atas wajib tidak termasuk : 

i. kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa oleh warga negara atau 

perusahaan salah satu Pihak kepada warga negara ataupun perusahaan di 

wilayah Negara Pihak lainnya, atau 

ii. perpanjangan piutang yang berhubungan dengan ~ransaksi komersil seperti 

pembiayaan perdagangan . 

Agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan 

dari Persetujuan ini, suatu aset harus memiliki karakterisitik penanaman modal, 

termasuk durasi tertentu, komitmen modal atau sumber-sumber yang la in, perkiraan 

atas pendapatan atau keuntungan, dan perkiraan atas resiko. 

Keputusan arbitrase, perintah ataupun penilaian yang diberikan terkait penanaman 

modal wajib tidak dipertimbangkan sebagai penanarnan rnodal sebagaimana tujuan 

dari Persetujuan ini. 



2. lstilah 'penanam modal dari salah satu Pihak adalah : 

a. Perorangan, yang merupakan warga negara salah satu pihak sesuai peraturan 

perundang-undangan dari masing-masing Pihak tersebut. 

b. Sadan hukum salah satu Pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Pihak tersebut dan melakukan kegiatan usaha substantif 

di wilayah Negara Pihak tersebut. 

3. lstilah 'wilayah' adalah : 

a. Untuk Republik Indonesia : wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan 

kepulauan, perairan dalam, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, 

dan ruang udara yang meliputinya, serta iandas kontinen dan zone ekonomi 

ekslusif, dimana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun 

yurisdi:<si , sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya dan 

sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 10 

Desernber 1982 di Montego Bay. 

t.-. Untuk Persatuan Emirat Arab : wilayah dari Persatuan Emirat Arab , laut territorial 

nya, ruang udara dan wilayah dasar laut dimana Persatuan Emirat Arab sesuai 

dengan hukum internasional rlan hukum Persatuan Emirat Arab mernpunyai hak 

kedaulatan ; termasuk Zona Ekonomi Ei~sklusi'f se.rta daratan dan pulau-pulau 

dibawah yurisdiksinya sehubungan dengan aktivitas apapun di perairannya, 

dasar iaut, maupun bawah tanah yang terkciit dengan eksplorasi atau eksploitasi 

sumber daya alam berdasarkan hukumnya dan hukum internasional. 

PASAL 2 

Ruang Lingkup 

1. Persetujuan ini wajib berlaku untuk tindakan-tindakan yang dila.kukan atau 

dipertahankar oleh salah satu Pihak tanpa diskriminasi apapuh sehubungan dengan: 

a. penanam modal dari Pihak lain 

b. pe!lanaman modal dari penanam modal Pihak lain 

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk penanaman modal oleh warga negara atau badan 

hukum dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang telah mendapat pengakuan 

sesuai dengan hukum dan peraturar µerundang-undangan yang berlaku d1 wilayah 

Pihak yang menjadi Negara tuan rumah. Untuk kepastian, Persetuj1,an ini wajib 

berlaku terhadap penanaman m0da~ yang dilakukan di vvilayah sa lah satu Pihak 

sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari penanarri modal Pihak 

lainnya sebelum atau sesudah Persetujuan inl berlaku secara efektif, tetapi wajib tidak 



----·1 
berlal<u pada sengketa yang ada atau te!ah selesai sebelum Persetujuan ini berlaku 1 

secara efektif. 

3. Terlepas dari Ayat 2 : 

a. Dalam hal Indonesia, sumber daya alam tidak termasuk dalam Persetujuan ini, 

kecuali yang ditentukan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia. 

b. Hak-hak lain yang mana diberikan oleh hukum ataupun keputusan administratif 

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau menurut kesepakatan, tidak 

termasuk izin/konsesi untuk mencari, mengeksplorasi, mengekstraksi dan 

mengekspoitasi sumber daya alam. Dalam hal Persatuan Emirat Arab, sumber 

daya alam tidak termasuk dalam Perjanjian ini. 

4. ~V1eskipun berlakunya Ayat 1 Pasal ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 (kepatuhan 

terhadap hukum nasional}, Pasal 4 (tanggung jawab sosial perusahaan}, Pasal 14 

(hak untuk mengatur) wajib berlaku untuk penanam modal dari salah satu Pihak dan 

penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya. 

5. Untuk kepastian, Persetujuan ini wajib berlaku hanya untuk tindakan-tindakan oleh 

salah satu Pihak yang dilakukan atau terjadi setelah tanggal berlakunya Persetujuan 

in: terhadap Pihak tersebut. 

6. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk : 

a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

b. Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah oleh 

badan atau otoritas terkait dari salah satu P1hak; 

c. subsidi atau hibah yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari sa!ah satu 

Pihak, termasuk pinjaman yang didui<.ung pemerintah, jamh1an, dan asuransi ; 

d. Tindakan perpajakan. 

PASAL 3 

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nasional 

Tanpa prasangka terhadap Persetujuan ini , penanam modal dari salah satu Pihak dan 

penanaman modalnya wajib patuh terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang

und~ngan Pihak lainnya, dimana penanaman modal berada, . berkenaan dengan 

pembentukan, perolehan, perluasan, pengelolaan, pengerjaan, penjualan atau pemindahan 

lainnya sehubungan dengan penanaman modal dimaksud. 



PASAL 4 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Masing-masing Pihak wajib mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya 

untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui 

secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan 

yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut. 

PASAL 5 

Peningkatan Penanaman Modal 

1. Masing-masing Pihak wajib meningkatkan penanaman modal oleh penanam modal 

Pihak lainnya di wilayah negaranya sesuai dengan kebijakan urnum di bidang 

penanaman modal asing. 

2. 

1. 

2. 

Masing-rnasing Pihak wajib memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari 

Persetujuan ini dilaksanakan. 

PASAL 6 

Perlakuan Penanaman Modal 

Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan yang wajar dan seimbang serta 

panuh peflindungan dan keamanan terhadap penanam modal dari Pihak lain termasuk 

penanarnan modalnya yang diakui di wilayah tersebut sesuai dengan ayat 2 sampai 

dengan 4. 

Salah satu Pihak melanggar kewajiban atas perlakuan yang wajar dan seimbang 

sebagaimana terdapat di ayat 1 apabila tindakan ata;.i rangkaian tindakan yang 

dilakul<an merupakan: 

a. Penyangkalan keadilan dalam proses adjukasi kriminal, sipil, ataupun 

administrasi; 

b. Pelanggaran mendasar dalam proses peradilan sipil dan administras1; 

c. Diksriminasi tertentu berdasarkan alasa11 yang nyata salah, seperti jenis kela1r:in , 

ras, ataupun keyakinan agama; 

d. Perlakuan kasar, seperti paksaan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun 

perlakuan buruk serupa, atau; 

e. . Pelanggaran lebih lanjut dari kewajiban untuk perlakuan wajar dan seimbang 

yang dilakukan oleh para Pihak sesuai dengan ayat 3 Pasal ini. 
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3. Untuk kepastian, "perlindungan penuh dan keamanan" mengacu pada kewajiban 

Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk melindungi keamanan fisik 

penanam modal dan penanaman modal yang telah diakui yang tidak menimbulkan 

kewajiban tambahan lain selain yang ditawarkan kepada warga negaranya dan warga 

negara asing lainnya. 

4. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini 

ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah tidak dengan sendirinya berarti 

bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini. 

PASAL 7 

Ketentuan {/Vf_ost-Favoured-Nation) 

1. Setiep Pihak wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak iain dan 

penanaman modalnya perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungl<an dari yang 

seharusnya, dalam keadaan tertentu, untuk penanam modal dan penanarnan modal 

dari negara ketiga manapun, terkait dengan pengelolaan, tindakan, pela.ksanaan, dan 

penyelesaian dari penanaman modal. 

2. Untuk ~.epastian , perlakuan yang disebutkan dalam ayat 1 wajib tidak meliputi 

mekanisme penyelesaian sengketa atau aspek prosedural dan peradilan manapun. 

3. Untuk kepastian, kewajiban substantif dalam perjanjian internasional lainnya 

sebagaimana dimuat dalam ayat 1, tidak dapat dianggap 'perlakuan', sehingga tidak 

dapat dianggap menimbulkan pelanggaran ata$ Pasal ini. 

4. Ketemtuan .. ketentuan dalam Persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan sehingga 

mewajibkan satu P1hak untuk memperluas kepada penanarn modal dari pihak lainnya 

keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan 

dari: 

a. Keanggotaan dari perjanjian integrasi ekonomi regional yang ada ataupun akan 

ada, ataupun organisasi dan kesatuan wilayah kepabeanan (customs union) 

yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi 

anggota; atau 

b. Perjanjian internasional atau pengaturan manapun yang berkaitan seluruhnya 

atau sebagian besarnya terhadap perpajakan, atau undang-undang domestik 

yang terknit seluruhnya atau sebagian besar terhadap perpajakan. 
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PASAL 8 

Perlakuan Nasional 

1. Sesuai hukum dan peraturan perundang-undangannya, setiap Pihak waj ib 

memberikan penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modal mereka perlakuan 

yang tidak kalah menguntungkan, dalam keadaan serupa, untuk penanam modalnya 

dan penanaman modalnya, terkait dengan pengelolaan, tindakan, operasi, dan 

penyelesaian dari penanaman modal. Untuk kepastian, kalimat "sesuai hukum dan 

peraturan perundang-undangannya" wajib mencakup hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang 'berlaku saat ini' ataupun akan ada nantinya, termasuk 

kelanjutan dan perubahannya. 

2. Untul< kepastian, perlakuan yang diberikan oleh saiah satu Pihak dalam ayat 1 

diartikan, terkait dengan pemerintahan daerah, perlakuan yang tidak kalah 

menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, 

dalarn keadaan serupa, dari pemerintah daerah dimaksud ke penanam modal, dan ke 

penanaman modal dari penanam modal, dari Pihak yang menjadi bagiannya. 

PASAL 9 

f:kspropriasi 

1. Tidak ada Pihak yang dapat menasionalisasi atau mengekpropriasi penanaman modal 

dari penanam modal (selanjutnya disebut ekspropriasi) dari Pihak lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalu i tindal<an yang memiliki efek setara dengan 

ekspropriasi atau nasionalisasi, kecuali : 

a. untuk tujuan kepentingan umum: 

b. dilakukan tanpa diskriminasi ; 

c. dengan pembayaran kompensasi yang tepat waktu, memadai dan efektif sesuai 

dengan ayat 2 dan 3; dan 

d. sesuai dengan proses hukurn. 

2. Kompensasi dalam ayat 1 ( c) Pasal ini wajib setara dengan nilai pasar penanaman 

modal yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspropr!asi terjad i atau ekspropriasi 

dimaksud diketahui umum, mana saja yang lebih awa!. Penilaian kewajaran nilai pasar 

dari investasi yang diekspropriasi wajib mengecualikan perr.itungan keuntungan 

8pekulatif atau perolehan besar tak terduga yang diklaim oleh penanarn modal. 

Kompensasi wajib dapat dilaksanakan secara efektif, bebas dipindah-tangankan, 

danwajib dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya. 



3. Terlepas dan ayat 1 dan 2 setiap tindakan ekspropriasi langsung yang berkaitan 

dengan tanah wajib dilakukan : 

a. untuk tujuan yang sesuai dengan peratu:-an perundang-undangannasional Pihak 

dimana penanaman modal yang diekspropriasi berada; dan 

b. setelah pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. 

4 . Dimana nilai pasar yang wajar tidak bisa dipastikafl, kompensasi wajib ditentukan 

dengan cara yang adil dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor dan keadaan 

yang terkait, seperti modal yang diinvestasikan, sifat dan durasi investasi, 

penggantian, dan nilai buku. 

5. Penanam modal dari salah satu Pihak yang terkena dampak dari ekspropriasi yang 

dilakukan oleh Pihak lainnya wajib berhak terhadap peninjauan ulang segera atas 

kasus tersebut melalui kewenangan peradilan atau kewenangan otoritas lain yang 

kompeten dan mandiri Pihak lainnya. 

6. Pasal ini tidak berlaku untuk penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan 

dengan hak kekayaan intelektual sesuai hukum nasiorial negara tuan rumah, atau 

pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejaul1 

penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau pencip!aan tersebut sesuai dengan hukum 

nasional negara tuan rumah. 

PASAL10 

Ganti Kerugian 

1. Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman mcdalnya di wilayah Pihak 

lainnya rnengalami kerugian karena perang atau Konflik bersenjata lainnya, gangguar. 

kerusuhan, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau 

huru hara d1 wilayah Pihak yang disebut terakhir, wajib diberikan oleh Pihak yang 

disebut terakhir tersebut, dengan restitusi , indernnifikasi, ganti rugi , atau 

penye!esaian lainnya, jumlah yang setara dengan yang diberikan oleh Pihak yang 

disebut terakhir dimaksud kepada penanam modal dari negaranya sendiri atau dari 

negara ketiga , pilihan mana yang lebih menguntungkan. 

2. Tanpa prasangka terhadap paragraf 1 Pasal ini, penanam modal dari salah satu Pihak 

yang aKibat dari kejadian tersebut di atas menderita kerugian di wilayah Pihak lainnyr.t 

akibat perusakan terhadap penanaman modalnya atau bagian daripadanya 

dikarenakan· paksaar. atau kewenangan,. yang mana tidak diperlukan dalam situasi 

dimaksud, wajib diberikan ganti rugi atau ~omper.sasi. 



PASAL11 

Transfer 

1. Setiap Pihak wajib memperkenankan semua transfer terkait dengan penanaman 

modal yang dibuat secara bebas tanpa penundaan ke dalam dan ke luar wilayahnya. 

Transfer tersebut termasuk : 

a. moda: awal dan jumlah tambahan untuk pemeliharaan atau peningkatan 

penanaman modal; 

b. Pendapatan; 

c. Hasil penjualan keseluruhan atau sebagian penanaman modal ataupun likuidasi 

menyeluruh ataupun sebagian penanaman modal; 

d. Pembayaran yang dibuat dibawah kontrak, termasuk perjanjian pinjaman 

e. Penghasilan dari personil yang berada di luar negeri yang berhubungan dengan 

penanaman modal di wilayahnya; dan 

f. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 (Ekspropriasi) dan 10 (ganti 

kerugian) dari Persetujuan ini. ; 

2. Setiap Pihak wajib memperkenankan transfer berkaitan dengan penanaman modal 

dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas 

pada kurs pasar yang berlaku pada tanggal transfer. 

3. Setiap Pihak wajib memperkenankan pendnpatan dalam bentuk yang berkaitan 

<jengan penanc:iman modal sebagaimana diperlukan atau ditentukan da!am perjanjian 

tertulis antara salah satu Pihak dan sebuah per.anaman modal atau seorang penar.am 

modal dari Pihak lainnya. 

4. Ter!epas Paragraf 1, 2, dan 3, Pihak dapat mencegah, menunda, atau menangguhkan 

transfer melalui penerapan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan beritikad baik 

sehubungan dengan : 

a. Kebangkrutan Kepailitan. ataupun perlindungan hak kreditur; 

b penerbitan, perdagangan dan transaksi s&kuritas; 

c. ke;ahatan atau tindak pidana dan pemulihan hasil kejah'3tan; 

d. laporan l<euangan atau pencatatan trnnsf P.r bila diperlukan untuk membantu 

penega!<an hukum ataupun kewenangan mengatur keuangan; 

e. memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses 

peradilan atau administratif; 

f . jarninan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib; 

g. pesangori karyawan; atau 



h. persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalita~ lainnya yang diterapkan 

oleh Bank Central dan kebijakan-kebijG?kan lain yang diterapkan otoritas terkait 

dari salah satu Pihak 

5. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan 

kewajiban dari Para Pihak sebagai anggota dari IMF dibawah Akta Pendirian IMF, 

termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian 

IMF. 

PASAL12 

Penolakan Keuntungan 

1. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Persetujuan ini terhadap seorang 

penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum Pihak Lain dimaksud 

dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut dari non-Pihak yang 

rnemiliki atau memegang kendali atas badan hukum dan Pihak yang menolak 

memberikan keuntungan tidak memelihara hubungan diplomatik dengan non-Pihak 

dimaksud. 

2. Sa!ah saw Pihak dapat menolak keuntungar. dari Perjanjian in i kepada seorang 

penanarn modal yang merupakan badan hukum dari Pihak lainnya dan kepada 

penanaman modal dari penanam modal tersebut bila badan hukum tersebut tidaK 

memiliki kegiatan usaha yang substansial di wilayah negara dari Pih;:ik lain dan orang

orang dari non-Pihak, atau dari Pihak yang menolak, memiliki atau mengatur badan 

hul<um tersebut. 

:t Saiah satu Pihak dapat menoiak keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang 

penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal ciari 

penanam modal tersebut bila perorangan dimaksud memperoleh 

kewarganegaraannya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dari Persetujuan 

ini yang tictak ak;em tersedia untuk penanam modal tersebut dalam kondisi sebaliknya. 

4. Salah satu Pihak bisa menolak mernberikan keuntungan dari Persetujuan ini kepada 

seorang penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman 

modal dari penanam modal tersebut bila perorangan tersebut juga adalah warga 

;iegara dari Pihak yang menolak memi:lerikan keuntungan. 
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5. Salah satu Pihak dapat menolak membenkan keuntungan dari Per~etujuan ini Kepada 

seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain 

tersebut dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut bila orang-orang 

dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan Pihak yang menolak 

memberikan keuntungan menjalankan atau memelihara tindakan terkait non-Pihak 

atau orang dari non-Pihak yang mencegah transaksi dengan badan hukum atau akan 

terjadi pelanggaran atau pembatasan apabila keuntungan dari Persetujuan ini 

diberikan kepada badan hukum atau penanaman modal nya. 

PASAL13 

Pelarangan Persyaratan Pekerjaan 

1. Tidak ada Pihak yangdapat membebankan atau memaksakan penanam modal Pihak 

lain persyaratan pekerjaan apapun terkait dengan penge:olaan, pelaksanaan atau 

operasional dari penanaman modal mereka di wilayah dari Pihak tersebut. 

2. Tidak ada Pihak yang dapat membebankan atau memaksakan persyaratan dibawah 

ini, atau memaksakan komitmen atau usaha, dalam hubungan dengan pengelolaan, 

pelaksanaan atau operasional penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lain 

di wi!ayah nya: 

a. Untuk mengekspor barang dengan tingkat atau persentase tertentu; 

b. Untuk mencapai konten domestik pada tingkat atau persentase tertentu; 

c. Untuk pembelian, menggunakan ataJ •11enyesuaikan dengan preferensi 

terhadap barang yang dihasilkan disediakan di wilayahnya, atau untuk 

pernbeiiar. barang atau jasa dari orar.g yang berada di wilayahnya; 

d. !Jntuk mengaitkan volume atau ni!ai impor ke volume ataOJ nilai ekspor atau 

dengan jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan penanaman modal 

tersebut.; 

3. Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini wajib tidak akan mengurangi hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dari Pihak negara tuan rumah. 

4. Pasal ini wa,iib tidak berlaku terhadap penyelesa!an sengketa antara penanam moda! 

dan negarn sesuai Pasal 17 dari Persetujuan ini (Penyelesalan Sengketa lnvestasi 

antara Penanam Modal dari salah satu P!hcik dengan Pihak lain) 

5. Sehubungan dengan Pasal ini, tindakan sewe11ang-wenang atau diskriminatif tidak 

dapat diterapkan oleh Pihak manapun. 



! 

PASAL14 

Hak Untuk Mengatur 

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah salah satu 

Pihak dari menerapkan, mempertahankan, atau menegakkan setiap tindakan yang 

dianggap telah sesuai dengan Persetujuan ini dan tepat untuk: 

a. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dari 

Pihak tersebut yang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini: 

b. melindungi lingkungan hidup atau manusia, ata.u kehidupan flora atau 

kesehatan; 

c. mengatur konservasi dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang tidak 

dapat diperbarui; atau 

d. memastikan pemeliharaan ataupun pemulihan perdamaian atau keamanan 

internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya sendiri yang 

esensial. 

2. Pi:ingadops1an. pemeliharaan, ataupun penegakkan tindakan tersebut tunduk pada 

persyaratan bahwa peraturan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang 

atau tidak dapat dibenarkan atau tidak merupakan pernbatasan oembata$an 

terselubung terhadap penanarrian modal Pi;1ak lainnya. 

PASAL15 

Keterbukaan 

1. Tiap Pihak wajib berusaha untuk menyediakan kepada pubiik hukum dan peraturan 

perundang~undangannya serta perjanjian internasional dirnana Pihak dimaksud 

adalah pihak dalam perjanjian internasional ~ersebut, terkait hai-hal yang tercakup 

dalam Persetujuan ini. 

2. Setiap Pihak wajib berusaha, atas permintaan Pihak lainnya, dalam jangka waktu 

yang wajar, menyediakan informasi untuk Pihak lainnya sehubungar. dengan hal yang 

dimaksud da!am ayat 1. 

3. Ketika mengenalkan ataupun mengubah hukum dan peraturan perundang

undangannya yang berdampak secara signifikan terhadap implementasi dan jalannya 

Persetujuan ini, setiap Pihak wajib berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk 

m8mungkinkan orang yang berkepentingan dapat rnemahami pengenalan atau 

perubahan dimaksud. 

I. 
! 
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PASAL16 

Subrogasi 

1. Jika salah satu Pihak atau badan yang ditunjuknya melakukan pembayaran kepada 

penanam modalnya berdasarkan suatu jaminan, sebuah kontrak asuransi atau bentuk 

lain dari jaminan atas resiko-resiko non komersial yang terkait dengan penanaman 

modal, Pihak ain wajib mengakui subrogasi maupun pengalihan segala hak atau klaim 

dari penanaman modal dimaksud. Hak atau klaim subrogasi atau transfer tersebut 

tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. Hal ini, bagaimanapun, 

tidak berarti pengakuan dari pihak lain atas manfaat apapun atau jumlah klaim yang 

timbul darinya. 

2. Ketika satu Pihak atau badan yang ditunj11knya telah melakukan pembayaran kepada 

penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak. dan klaim dari 

penanam modal, penanam modal dimaksud wajib tidak boleh, untuk bertindak atas 

'.1ama dari Pihak atau badan dimaksud untuk melakukan pembayaran, mengejar hak

hak dan klaim tersebut melawan Pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya. 

3. Subrogasi wajib dilakukan setelah persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang menjadi 

Negara tuan rumah dimana penanaman modal dilakukan, j ika persetujuan tersebut 

diminta oleh Pihak Negara tuan rumah. 

PASAL17 

Pe_nyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Penanam Modal dengan Pihak Lain 

1. Pa$a, ini d1gunakan untuk sengketa hukum a:1tara penanam modal dari $alah satu 

Pihak dengar; Pihak lain yang timbul dari penanaman modal penanam modal di 

wilaya~i negara Plhak lain. Sengketa tersebut wajrb terkait dengan dugaan 

pelanggaran kewajiban Pihak berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan 

kerugian atau kerusakan bagi penanam modal Pihak !ain. 

2. Untuk memulai konsultasi, perianam modal wajib menyampaikan pemberitahuan 

te1iulrs kepada Pihak. Pemberitahuan dimaksud wajib memuat spesifikasi detail dari 

sengketa, seperti : 

a. Nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa 

b. Ketentuan dari Persetujuan ini yang dianggap telah dilanggar; dan 

c. Fakta dan dasar hukum dari klaim tersebut. 





7 Tidak ada sengketa penanaman modal yang bisa diajukan untuk penyelesaian oleh 

arbitrase dalam ayat 3 dari pasal ini bila paling sedikit tiga tahun telah berlalu sejak 

tanggal dimana penanam modal pertama kali mengetahui atau sepatutnya telah 

mengetahui dugaan pelanggaran dan kerugian atau kerusakan yang diduga telah 

terjadi. 

PASAL18 

Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak 

1. Setiap sengketa antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan 

ini, sedapat mungl<in diselesaikan melalui konsultasi dan I atau sa!uran dipiomatik 

lainnya. 

2. Bila para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu enam bulan ~ete!ah 

tanggal konsultasi diminta dan/atau saluran diplomat!k lainnya diprakarsai o!eh salah 

satu pihak, sengketa wajib, atas p'9rmintaan pihak dimaksud, diajukan '<e pengadilan 

::irbitase. O~ngan tidak adanya kesepakatan oieh para pihak yar.g mengatur 

3e!:>aliknya, peradilan arbitrase wajib dilaksanakan sesuai dengan Aturnn Arbitrase 

Opsional Pengadilan Permanen Arbit:ase mengenai Perselisihan antar Negara, 

kecuali apabi'a ditentukan lain oleh para Pihak atau dalam Persetujuan ini. 

3. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para Pihak., sengketa wajib diselesd1kan oleh tiga 

anggota Panel arbitrase. Tiap Pihak wajib menunjuk satu arbitrator da:am k.urun waktu 

dua bulan sejak tanggai salah satu Pihak menerima dari Pihak lainnya permintaan 

untulr. mel«kukan arbitrase. Dua arbitrntor yang telah ditun]uk wajib berBama-sarna 

1:ialam kurun waktu dua bulan selanjutnya menentukan arbitrator !<etiga yang bukan 

merupakan wr::irga negara dari para P!hak . . t\rbitiator ketiga yang teiah disetuj,d olP.h 

kedua Pihak wajib bertindak sebagai ketua Panel arbitrase. 

4. Jika ada anggota dari Panel arbitrase yang tidak terpilih dalam waktu yang teiah 

ditentukan di ayat 3 Pasal ini, Sekretaris Jencieral Peradilan Perrrianen Arbitrase, 

berdasarkan permintaan salah satu Pihak, wajib menunjuk berdasarkan kewenangan 

yang di milikinya, arbitrator atau para arbitrator yang belum ditunjuk .. 

5. Tempat berjalannya proses arbitrase wajiq di Den Haag, Belanda. 

6. 'f:·anel arbltrase wajib mencapai kepL1tusannya berdasarkan mayor:·c;:is suara 

Keputusan tei·sebut wajb bersifat final dar. merigikat para Pihak. 

.., 
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arbitrator, dan biaya lain dalam proses arbitrase, 

wajib ditanggung bersama oleh kedua Pihak. Akan tetapi Pan~I arbitrase sesuai 



kewenangannya, dapat memutusk9n bahwa prnporsi biaya lebih tinggi yang wajib 

dibayar oleh salah satu Pihak. 

PASAL19 

Tindakan terkait Neraca Pembayaran 

1. Salah satu Pihak dapat, dengan cara yang tidak diskriminatif, mengadopsi atau 

menjaga batasan atas pembayaran atau transfer terkait dengan penanaman modal 

dalam situasi serupa seperti : 

a. dalam hal terjadi permasalahan neraca ·pembayaran serius dar kesulitan 

keuangan eskternal atau ancaman daripadanya; atau 

b. dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan modal menyebabkan 

atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi manajemen 

makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. 

2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib: 

a. Selaras dengan Akta Pendirian IMF; 

b. Menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, 

dan finansial dari Pihak lainnya; 

c. Tidak melebihi batasan yang diper!ukan untuk menghadapi keadaan yang 

digambarkan dalam ayat 1; 

d. bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan situasi yang 

disebutkan dalam ayat 1 membaik; 

e. tidak memperlakukan Pihak lainnya kurang daripada non-P!hak dalam situasi 

yang serupa; 

3. Pembatasgn-pembatasan apapun yang c'liadopsi ataupun dipertahankan berdasarkan 

ayat 1, atau perubahan apapun di dalemnya, wajib segera diberi~ahukan ke Pir:al< 

lainr,ya. 

PASAL 20 

Tindakan Kehati-Hatian 

1. Meskipun ada ketentuan lain dalam Persetujuan ini, sa!ah sat;..1 P1hak wajib tidak boleh 

dicegah untuk melakukan tindakan de11gan cara yang tic:!ak diskrimi.1atif terkait dengan 

Jasa Keuangan kareria alasan kehati-hatian, termasuk tindakan untuk melinclungi 

per.anam mod2I, deposan, pemegang oolis, atau mereka yang tugas fid•Jsia nya 

dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, atau untuk mema$tik':ln 

!ntegritas dan stabilitas sistem keuangannya. 
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2. Ketika tindakan diambil oleh salah satu Pihak sebagaimana ayat 1 tidak sesuai 

dengan Persetujuan ini, mereka wajib tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk 

menghindari dari komitmen atau Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini. 

3. Tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang bisa ditafsirkan untuk mewajibkansalr.ih 

satu Pihak untuk mengungkarikan informas1 yang berkaitan dengan urusan 'dan 

rekening nasabah individual atau infoimasi rahasia atau inbrmasi kepemilikan apa 

pun yang berada dalam kepemilikan entitas publik. 

PASAL 21 

Perubahan-perubahan 

Sebagaimana disetujui antara para P1hak, perubahan-perubahan maupun oenambahan

penarnbahan dapat dibuat terkait dengan Persetujuan ini, yang mana wajib dibuat dalam 

bentuk prntokol dari Persetujuan ini dan wajib mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 dari Fasal 

22 Persetujuan ini. Protokol dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Persetujuan ini. 

PASAL 22 

Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran 

1. Persetujuan ini wajib mulai berlal<u tiga pu:uh hari setelah tangga: i)~rtukarar; 

instrumen r~tif:kasi oleh para Pihak. 

:2. Perse'iujuan ini wajib tetap berlaku untuk pariode (10) sepulL!h tahun dan wajib terus 

berlaku sete:lahnya kecuali diakhiri sesuai dengan ayat 3. 

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini pada akhir periode sepu!uh tahun 

pertama ata1.1 kapanpun setelahnya dengan mengirimkon pemberitahuan tertulis 

kepada Pihak lainnya satu tahun sebelumnya meialui jalur dip!omatil<. 

SEBAGA! BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini , diberi wewenang ur:tuk 

rnenandatarigani, telah menandatangani Persetujuan ini. 

! 

' ! . 



DIBUAT di Bogor pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas 

dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa 

lnggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam 

interpretasi ketentuan Persetujuan ini oleh para Pihak, maka naskah dalam bahasa inggris 1 . 

wajib berlaku. i 

Untuk Pemerintah 
Republik Indonesia 

MENTER! LUAR NEGERI 

Untuk Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab 

SULTAN BIN AHMED ALJABER 

MENTERINEGARA 
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REPUBLIK INDONESIA 

PROTOKOL 

Saat penandatangan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia danPersatuan 

Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlidungan Penanaman Modal (setelah ini disebut 

sebagai "Persetujuan"), kedua Pemerintah telah menyetujui ketentuan-ketentuan dibawah ini 

yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini. 

1. Dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal 1 (Definisi) dan ayat 2 dari Pasal 2 (Ruang 

Lingkup) Perjanjian ini : 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa penanaman modal yang 

dilakukan oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, "hukurn 

dar. peraturan perundang-undangannya" wa.iib mengacu kepada hukum penanaman 

modal dari Pihak tersebut. 

: . Dengan mengacu pada ayat ·j dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari Persetujuan in i. 

goodwill, pangsa pasar atau hak tak berwujud lainnya yang serL1pa wajib tidak bole i1 

dianggap sebagai penanaman modal. 

3. De:igan mengacu pada ayat ~ (1 )(b) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari perjanj inn in:, 

isti!ah perusahaan wajib terbatas pada perusahaan dari penanarr. modal yang 

d!dirikan berdasarkan hukum dar! negara tuan rumah dan berada di wilayah dari 

negara tuan rumah. 

4. Dengan mengacu pada ayat 2(a) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini: 

Dalam hal !ndonesia, dipahami bahwa apabila pe.rorangan memiliki kevvarganegaraan 

ganda, yang bersangkutan wajib dianggap secara eksklusif sebagai warga negara di 



negara tempat yang bersangkutan biasanya tinggal. Dan sebagai tambahan, apabila 

perorangan adalah warga negara dari kedua Pihak, maka yang bersangkutan akan 

dianggap menjadi warga negara dimana penanaman modalnya berada. 

5. Dengan mengacu pada ayat 6(a) dari Pasal 2 (Ruang Lingkup) Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "Pengadaan Pemerintah" 

adalah proses dimana pemerintah memperoleh kegunaan atau memperoleh barang 

atau jasa, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan pemerintah dan tidak untuk 

penjualan komersial atau penjualan kembali atau penggunaan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali. 

6. Oengan mengacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "jasa yang diberikan dalam 

pelaksanaan kewenangan pemerintah" berarti jasa apapun, yang Mak disediakan 

secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa. 

7. Dengan me!1gacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa Persetujuan ini wajib tidak 

rnempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak manapun d1bawah Tex 

Convention. 

8 Dengan mengacu pada Pasal 5 (Peningkatan Penanaman Modal) dari Persetujuan ini : 

Untuk kepastian yang lebin besar. maka dipahami bahwR pelanggaran terhadap 

sebuah kontrak wajib tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pe;setujuan ir.i. 

9. Der~gan merigacu pada Pasal 7 (PerlaKuan Most-Favoured- Treatment) dan Pasal S 

(National Treatment) dari Persetujuan ini : 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa apakah perlakuan yang 

diberikan dalam "keadaan serupa" berdasarkan Pasal 7 (Mcst Favoured Nation) dan 8 

(National Treatment) dari Persetujuan tersebut bergantung pada totalitas keadaan, 

termasuk apakah perlakuari yang relevan membedakc:m antara penanam modal dan 

perianaman modal berdasarl<an tujuan kesejahteraan pub!ik yang sah. 

Dengan meqgacu pada ayat 1 (Chapeau) dari Pasal 9 (Ekspropriasi) Persetujuar. in!: 

I. 
i 
' 



Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami sebagai berikut : 

a. tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu P!hak tidak dapat dianggap 

sebagai ekspropriasi kecuali apabila eksprosiasi dimaksud melanggar hak atas 

benda berwujud atau tidak berwujud atau dalam suatu penanaman modal. 

b. Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan mengamanatkan dua situasi. Yang 

pertama adalah ekspropriasi 1~=mgsung, dimana sebuah penanaman modal 

dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui 

pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung. 

c. Kondisi kedua yang dialamatkan oleh Pasal 9 {Ekspropriasi) dari Persetujuan 

adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau 

serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak dilakukan tanpa pemindahan forma! 

ata.s azas hak ataupun penyitaan langsung. 

(1 ). Penentuan dari apakar. suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu 

Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak 

langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta 

yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain: 

a. Dampak ekonomi karena tindakan Pernerintah, meski faktanya 

sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak rnemilil<i 

efek buruk pada nilai ekonomi suatu investasi, dengan sendirinya. 

tidak berarti bahwa pengambil-alihan tidak langsung telah terjadi; 

b. sejauh mana tindakan pernerintah mengganggu, haraoan investasi 

yang wajar yang timbul dari komitmen tertulis dari P!haK sebelumnyc. 

kepada penanam modal; dan 

c. karakter dari tindak.an Pemerintah. 

11 . Dengan mengacu pada ayat 1 (c) dari Pasal 9 (Ekspropriasi): 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami di mana ada sengketa tentang 

apakah suatu tindakan pemerintah merupakan ekspropriasi tidak langsung sesua: 

Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini, fakta bahwa kompensasi belurn dibayar 

sementara sengketa tersebut belum terselesaikan tidak membuat tindakan tersebut 

melanggar hukum jika kemudian ditemukan merupakan ekspropriasi tidak langsung 

dalam arti Pasal tersebut. 

12. Dengan mengacu pada ayat 6 dari Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa istilah "pencabutan" dari hak 

kekayaan intelektual, termasuk pembatalan atau peniadaan dari hak-hak tersebut, 
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dan istilah "pembatasan" dari hak kekayaan intelektual termasuk pengecualian dari 

hak-hak tersebut. 

13. Dengan mengacu pada huruf (g) dan (h) dari ayat 4 dari Pasal 11 (Pemindahan) dari 

Persetujuan ini: 

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa situasi-situasi dalam huruf 

(g) dan (h) mengacu pada, atau berasal darl, situasi dimana penanaman modal 

dihentikan oleh penanam modal dan penanam modal gagal memenuhi kewajibannya 

sehubungan dengan huruf tersebut. 

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah 

masing-masing, telah menandatangani Protokol ini. 

DIBUA1" DI Bogor, Indonesia pada pada tanggal Dua Puluh Empat bular1 Juli tahun Dua 

Ribu Sembilan Belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa 

Arab, dan Bahasa lnggris, semua naska~1 memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat 

perbedaan dalam interpretasi ketentuan Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa lnggris 

yang berlaku. 

Untuk Pemerintah 
Republik Indonesia 

Untuk Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab 

SULTAN BIN AHMED ALJABER 

MENTERI NEGARA 



REPUBLIK INDONESIA 

r~ ~I wGL<,j..~ .• ;2.1~ ~ ~ ~ ~i \~.:i~I u~L~j j~ J ~ ~.) 
:_/;..;JI .. L9k;J.I .. -9.)::JI ~J..9.) ~.lii j ..L>I_~ ...L9l.1.7..o 1..-~):, LJ-4 0.!:lj4-~ 
. -

j~:: Jl i? -)~~~ wGk.li.....i'XI o .. iA Ji!. ~Lb4.tl.\ d.:kz.llj j-i~ u4 ~-.{~ '..9~~\ 

~ LJ:!...L9Lti.tl ~_yb.J I )AS,_) i:-l>_)! ;~ L.: )3 :;lJ.:il+tll 4.,_a.:J.I ,~I.) ~\..~.~Ji ~;.J~I 

. I I ·J . I ~ · -' 
'(~f: IA ~~I 



l 
i 

I 
' ' 

. I 
! 
! 

! 
j 

! 

~l. 5\ -~4-o J-~ ~ cjJI J~~I tl_,_;i ~)~I ~bv-ll ~ .1 

c.~-.bJI :U3.:i ~l J -1.>\5 ~b ~~ ~ u-9~ lA_r<i~i "~5 ~~ 

:ua->~~ ~3 ,o.:;~~_;i ~I~ l..a..9-9 ~~I ~~I 

,.:ii..t~.:dl • ..:..u~)\ 1.Jj.4 ,"5_.P-l ~_,.a.:> 1$i ~i5 4.1~1 _#..9 4..~I Jl.JA~I (I 

~~WI J~lj J~.u.~\ &> 

~~s~ J 45'.JWI 0A ~y::..~·1 J~~l..9 ,~1 , 0~a..> ,(tS~ ('-:-1 

~jj":;J\ j;(\jx; .. ,l)~..JI LJA ~-~~I J~"il3~j~I • ..:::!~., ~...JI wl..u..u, (r 

:4-J9..J ~uij..a JI ~~.) ~j-o i)A 

~ }.<i..iLA'i~ d.b+."~I : ~cl:u..::Jlj ~.>-'(a_)\ 3..$J..tl 1J¥.> (.) 

5 ~~..J4a:...S I ;:t~ ~~!:ii 3i ~y>i J_~i t?i ,1 '4 . .1.fu.JI wWLhll (.Ji 

31 -.:..\.:3.)~\ ,~..>L,.:\JI .wL>~~I Ji.; ... ~ _,i uyL~ ~.J-4-: ~y~l.~9~1 (3 

~L~~ ~~ u-o :tS"~ 51 ~>61.¥1 ,.J+.S ,:~ wlA...G-Ji ;ii ~JI ~~J ~-).~I.)~\ ('1 

) ~y>2i! ... L9Lr:..tl.1 ~fa.JI~) J "-Y ..91 lJbl.9-.o J l 

2 

I' 
I 
! 

I 
I 

i. 
I 

I 
! 

! 
I 
I -

I 
I . 
i 



I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

,).~..iI.'-'J"2/1 -:,k.u., ~SU yS_iU 01 ~ ,~~"2/I oh ua~~ ->~IS' ~WI ~-4: 

~..9 ·r_~_)~\ 3\ ·.· ,&\ ~y ,lSy>i .)).JA 3i dlA ~~ f~l.JU"2/1 ,~ o..L4 cit.) J ~ 
._)oWI 

~!_re.)t }.~IS'~ uJ _)~l: ~ ~ _)..)~ ~ ..91 )>-9 t?i JI ~I _)!Jj 

.4..:-9~;11 ~~ 

:" ... 1~b.~_yk.UA~~"c::;_lhsoL\~ .2. i -

! <1..11...J _y..iJ w-' ..LOL.:il. i ~I .!lH <fb I~· .:... 0§; ~ ~ l?i (i I . 
~J.Jlj ..L9LLul ~~1 i..!.Ll.:i -.:iw .... ~ w..9 F jl 0"'-"'""Y l?_)~1 ua-~· ~i (1..;-1 

.~I.cl\ ~~JI dl.) dJj-' ~! J ~~ ~-:JL:~ ~l:-1-~-l. rA 

:''~f" ~li ~ .3 

_r+Ji5 ,;;~1 ~_r-.JI wGLo?JI dJ3_, r-:-1..91 :; . ..l~tll ~~rJI wGlo)'l 4.lj.) 4-JG. ij (i 

wjL~)t\ ~.9.) ~~ 0 .... )~ ,_;,;JI ;Jyi-i.i.\ wl>.\-41.l\3 <S~I 1..J~l.9 ,~+l.S{.J I - - -
'4:_).jLJ\ wL)~';ll 4.JJ..'l uy[j.;) )9...J\ u_~Lill Ll..9-9 ~~~ Jyi> o-b::.tll '4:.rJi 

p\3 WL3cJI ~-)~~\ <L.a.hi.ll ~-) t} ~ ~¢.J>...:J.I 4+~1 . .'.:J ~)A)' 1 ~J..~\ 

lf.y..;~ f&~ ~~\ ..))_,11 J)l_ii..,,J\ _9i t-9~-<i)I~ ~1: l~ ~.O.J~\ LJb~3 

.J_9 .. ul uyL.aJI_~ 

'4...o}i1 ~\j~\ :~jj..LJ ~_)~~ Jh.~ k+9 :'~.;...Lil ~--=_)~ 4.JL> j ("':-, 

~\:J).=e~I tl.9 d!.) J ~ ,~->.l..1JI <>L:ll~ ,~~->~\ 04J.l3 ''='~1.9)11 ~\3 

3 



I 
i 

. I 

~tlj l5..>WI .J~I ~ YW ,~G~I ..!.ili J_J-9 l5~1 J~IJ ,~) 

-914-:.)~I J~I Ji o.:i~I l:.~3J:. 1 ~ ,.Y:.>~ ~;JI ,~GJI 4.:.)~'Jll 

uyl:i.l ;~\ fA~I ~w'J! \..a..9jj ,~\~ J .:i)yl! .....a..i~I ~ ,~'Jl~I 

.'1987._;:4~.) 10 '~Y ~ J 4Afa.l)~+l1 

,. u1 
J... C).) I 

~ _r~".?$'1 ..L.~ Lcl ~ c.-9 faJ I 0-0 0-J ~WI (i 

._p~I Jjlti.tl ~fa.ii 0A L.,~J.I wG~)l (y 

,~ Cr~ l~..c~ I 1...l":> L~ ~ l -~I ~ ~ w ~l-.iL..i \ J.c. ..b..lJ '4..9 wJ! I o..U !.?~.,_..~ . 2 

o.lt.i J_r>..:. .. ~ _;"i ~ _>3-~\ ...l.9WJ.l 1..J_,J::JI l)-., <)!;~.i.M·...o ~ (~ lfw .... ~_9 

t'"(J3>·-=> <.J~.9 c ... ~3-.._.J ... :-..i.4i· .9! ~\j t~;.l l,Si ~ f.;:y~ c) cs:.!3 , .)La.JI_..;.~ '4.9l.iJ~l . 

7 - - · •1 • 'L 3 . : .. o_>-'1-'W 0A ~_,-....1 • • 

·-..· jl - "I .• ,ti · "'.,t • • • .bJ\ \l.t\ · t 1- ~· . r•\ 
i...9_.A; .. )..,.~ f lA ·~~ ~· o~ "W~ ~~ '*;-..!0 .)y~ :\~-~~3 . .Ll 4-il> ~ ' 

· ~:9...w I ~? .... CU) r .J-"' ~ \->-:? ..b:.1 i.:.U~ 

I -
I 

I 
i 
i 

I 
I 

I 
i' 
I 
! 
i 



1..l>l~I Ji r_~I ,--91 t~; .,,\ '0£· .. ~~J l.'.:1l)+u,~\ .. L~~ ,~ '-:-'-?"J~ 

4.J~~ _#~~\.))~I ,o..>~! ~:~I .:.il).A1'il d.JL> J . 4.t,..~\ ..)J\..s.ll 

,(::i~i ~lyJ~ tJlho~I) 3 .)\~I rl.S:>I {)..9 ,t,~UI o~ WA 1o~l 0-0 ~.)~ .4 

0A c.Y./~~I Jz ~_r,J (f.!lo;;ll &>) 14.9 (~IS'~ ~I ~.:>Y-J.I) 4 

._,-.>JI\ .J..9Ltil.I ~yb.ll ~! J ~GW~\3 .J..9Lu.o ~_,b 

J .)o <J~9 0A o .. L~I ~!...1.1.!I ~- ..b."-~ 4-.. ~w"il o-Ui '-?Y-"#.3 ( u~o.!tl WA ...u)-1. .5 

,d.UJ ~La..J: ~ ~W'i\ o,Ui d_pj ~)1 ..u.~ ~1_9--:;1 _yl w .. 1::c:i <fl! ...L.9~ 
. ..AJLcll --~~\ 

,.:.,-A ·~i.A~..lll ua..c>y?.11 ~·~..9 ,~~ ·~Lh.L~ bj~y ~J I c:-U.1 31 . ... :) _j\.;:.'{JI (r_ 

~~Aw \j ~ \j '-<~.A! \ • ::t..o-9-S:;J I 

5 

l 

i 

I I. 
I 
! 



3~~u.1 

~~ J~)ll 4JGWL1j ~~ ~)o 0-4 j-~7i •411 uk ,'4-9w)'I o~ J>l;.)11 Uj·.J-: 

, ~Lt.if!~ ~ ~s '.J~)'I ~I~~ ,_r>)'I ~kul .. ..9.;hJl w\.,~9 ~I~ 

·.J~)'l I ... ~ J.io J _r>)/I ~~I ..91 ~.9 J:!; ,t.lJI ,o)~tJI ,(L~~I ,.)l~~I 

~~ . .,f_~I Jl>.)';J~ ~\.$1 ~ ::U..OWI w~j.l.l ~,~J~ .. l.HAi~ ~_;b JS' l°'y'4 

d~bJI ts~L~..tl...9 w~_qjJI ,4.9J_~I 4..:J_q..UI ~WI &-1 ~L>l_:..ll r-fLQ~ 

. ..:..9~1 ~yb.J \ ~.)~ .. ~~I k .-4-j·:! ._fJI ..:J\5'~ ~.J.l '4.i~t~ 

(~~ ,~~ 1 ..1k:lk·~; JL~ ~ ~~t~! cl'i....Q~ ~ ...L9u~ ~;~ ~IS' r-~ .1 · 

t · - .1··1 · '11 -1 t i '-·;.1....11 ~7 t 1· I' ~7 I AJJj.~ ~..9. ~ _r>- ..l91..~1 d..r-'"" &~ ():y~ w~~~· 

A.,., ~:-9~~! oJ.A Lr" Ct.Ll.WI ..:.;lol.JU~I c.:.:i L...J..c ..i..;.St;J4 J..9k.i.4 ,_~yb JS' r.JA: .2 

.LAi~ 

6 



i 
i 

I 
-1 

l 
! 

6 o~u1 

~t;' l_1-4I_~ '4b3 ~j d.J.)~ 4.1.Al~ ~~ .L9Lti.o ~_>6 JS' r.JA: . 'I 

W3 ~I '-J.c 4.J~.J.l ffG~I J13 _r>2ll ~L~\ ~_µ10A 0-J...>4~i 't'Qli 

.4 JI 2 ..::., !,,.ulJ 

j ~J: .)LUI dJ.)W\3 ac; v='itl ~L:J. ! r!PJ4 1.J>i Jj ...L.9~ ·~rb 01 ~ .2 

:wl-.~~I 0A <I.~" 31 -.!y.-! J~~ w.p- :·1 o_}iA.JI 

~d:).)f/I ji ~..:-i .... 11 ji '4JL.~..tl ~~.QA.JI ~,1~ lr.--'f'l J <1..JLwl <.)A ulA_)-~Jl (i 

:d~~.))11 3 1 ~~II .~1~~'f?l J ~yW\ J~)U '4~~.J 4-ii.Jb (-.:-1 

~\ ~i j~~.JI ,,i i.YJ..;..JI ~ '(_,;:,13 ~.,i-~j\j p. -Li"L.ii ~ ~j .. ·~o ~~ (i: 

~,,$':..JI 

7.J~liv. ~ (.. ~' --~~\Ji ~I ~ i..G:..:...i..:i l 0-.Li\3 .oG.~'f'I J.to ·- ~~~""l l 4-i.o\~I (.) . 
• 

3 1 

~....L~ I <-:~\ ti.~~_;;_l.IJ · iJ.)W\ 4..l..ol.:J.l~ 
1
:::. !J.I~\ 04 lS_)s.i ~~ lj4 JYl.>':il (~ 

. (;..) Ll. I o .~1..Ai 0,Q 3 o _ruW 1.4..9 3 0~ ).~ l 

J1 L.~ .. ~~ t?;JI ..!.Ll.; p.. a~L,.61 ,.-.JLoL~ i l§.k.; "l tjJl_ci cu3~~ •. tl 1.."".1 l)....il~,2ll3 

. 0-J.,? ~I '-:-'-' L:?'" 'j \ ~ "·:!·:J..., 1..7-C 



4_9.) ~\JLJ~ ..91 ~Li1~1 ~.u ~ _r>I ~ JYL-;.~I ~ J-9 c:UI --4~ ,) .4 

.o.)U.1 o.lt: ,j"il>~~I r0 ..L9 cU I O...L>j-j ~ ~ d IV' 0 j Q 

1~~u1 

1-c~=Gkti.~-4.1J _>->~I J.9~1 --9.)aJI wG~I ~~ ..L9~ ---9_):~ J5' r-~~ .1 

J-o ,)~J4li.·~ JI ,Z\ll~ ~3.)o ,J .•~'"'e:AA.; ~I ..!lli u-c- ~r-~1 ;j.a.; ~ :JA)L,..Q 

ly.-1 ua..l:ill l..9 J&L~J ,J~ ·~;\.)!-"'! ~ ~9 •r'l.fG~.ll.u.il_, 4.J.JLl d.J-9 ,:i l$t 

,;.;:.,~L •. ii .. ~~I 

3 7 31 't~jJ\ <..-~ ~-.J4;1~"i1 o_#JI 1.j L~l ->L~,-~1 4~W.1 •<.'~I ()-o ..u.,.,-.t .2 

.4W 31 ~~! ~L~.~ 

f.r\ • • ~\ I • * -...1 1 I -l · I • " ' 1 ' i ·:;Y'-1\ ' • - J\ t ~ '-£_:.->~ J'":.w 3..1.J .J 1A-il""" ..2! 1 w ~ ci <.}) ~~.c ~:.O y .. .:i '...;;, ~ .:: 0 ~ , ,J.~ ~ ~)->. . ~ 

JI ->-4:: ul ~k . ...\..9k1..4 ~b 6-G yl (_')k ~la_i'il o.U. ~~I r•u1.:; :l .4 

:(.:>-"· ~i~i .:l~V>I J~ 4_.~~1 .4.liL ... A t:?i ~Lle~ .r-?.~ 1 ,_1jl~~~ ~-~1 0A LJ.ir0...1~.ll 

.91 ~\.j Ji~~, .;ii_~! .31~3\ ~~1 ~~,~~,_A-3 \ J"''~ ~Li11 ~j 4:~'~1 (\ 
. (.\I : \,_ '1 ""'~ Jc ?'C,.!.,,(,.c;.J • ..LS "I ._j ..b i' w ,,,.L.9 !.tlt \ I. to\ ~ l.'l.J \ ... L» 1 0 -< . I ' .. .U I ' )L...a..; LJJ i:) 

-:I ii·:- ·. r 1.,._ • - - _,; ,__,.. ·-'--..,,.--- '.;r":! "::" • 

! . 
i 
! 
! . 



I . 
i 
i 
j 

' ; 

. w~ ..Lull.9 

; o)-W! ~~ ..L9~ ....9yb ~ ~ ~~i1 aLWI u~ ,J.t5t·JI 0-'> J:) .2 

j~1 ~~ '4J.~I JA1 "i ~Lu ,~A_~:::! ~?JI LS_~4 (.;~.;-.! ~ '~ 

~~·: ;.:.(~ ~.:19)!1 ~~J.l ..:JJ.) J+~ l·~ -. 'illl<>.o .,j3_fo ~ ·~~ J~\ d_\.ob 

9 o.~Ll \ 

:i...Lc. ~ ·r~~GJI .91 b_;..)l~.JJ J~~.J) ..;! ~) ~l...u ~)~' 

~4..ol..c ,_:~·~~ (\ 

i . 

I 
! 

i 

I 
! . 
i 
i 
I 
' I -



J ~3J 2 U:i_ .. ;;_;.JJ La.j~ ~l.9-9 ~~"'~ 1.-rO:'.~j c9.) (~ 
.~~Lill wl ~\p.-/U \..iijj (.) 

'4~~\ l4.!..a_u L.J~ b.)U.\ o.ui 0-4 (~) 1 &~\~~~-~I 0~ .2 

;_j.)l~ll~ ~I.LI\ 4.~i JI ;;.J.)WI ~J ... t.> J+-9 5-y.~l+-" .J.)WI )4:1.....u>U 

)...JJ .. ..-J>tJ 4.J~WI ~~J~I ~\ ..r.!..l.d..i 0-0 J ~ ! i ~.~JI~~ ~I ,~.: .~~I 

uA:3-~\ up~ .~W.1 ~~ Wyj.I .#-- c~}il Ji 4:),a.tl c:.4) e.J.)WI 

. .J .Jfa. "'i J.P-b ;$i 0J..)J 4-;;~ '--'~~lJ 4..L: L~-9 .~.l:l! L-kl9 

'2"'°~'~'L: ?d.;a..JI wL.~ i;rt~1.i1 _;.)\.~~J ~..>.:i l;.;i ,2_y 'I ~~-.WI r~i ~ ~_)t1 .3 

;~~-: ~\~ ua:'.Y-:J! ul.:S ,j.J~lj>JJ W,yJI ~I 0-0 ~~ c.:~.:..::' ~ k4.> A 

JUI ..... ~·-~ J~ .~;i_)l:J 13 4kJI .:.ii.) ~11_~1 t:'""'--~ ..:_,\~_,-1,L;.·~.n J. .J ;: .... L ~LL:. 

-~~ .. ;JI ~I.,; ,jL.L.!-L..);i'. ,_, '..w:...,J'JI ~J.A.9 4-<t..i-+b ,~11 

...LSL~.UI '-~lJ\ ~r. r~ ~JI &.J.:i\~l: _;hl\3 ,:.L§!~ ~_,,.b 0-0 ./..-~ti.-.~ 0§~ .S 

q_r>l ~.<:JI 4;;W :..~ .. .4-~ 0-<1 <~ 4:...>yi.Jl ~'?" ~,...t i 1j '-d\ , _r>)'I 

-~-1 _;fi .. i.11 ..L~W.tl J).:..ll L.;:..o 4~::.o_y. d..ii..:-i~G 



,J~jJ\ ,_)~jJ\ l..U,~ y u~ ~\ d...:,_)_JI JI ,~\ '45JJ.I 0~ 

.4-.i.! <;., i ' j,itl ~J..ill 4.J:-:.tl ~l~i ~~kl: .. L:'~.l~I Ji ,.J.;:J\J 

1-:..1.f-~ _;~ j~ ... ~L.ul.1 ~_µ1 u-o '21 '-:?.J'~~l..<l wG~-".111 ua~ ~ ... u.c . .-1 

-~.>~ ,,~j t..4)~ ~L'> ,~..,lA c.i~:1~\ .~->Y ,_y->i e:i.~ t.1>; 3i ~.)di 

~1 ~WI~ =t:il~_) ~':it ~..oL~ •tS.)>~i w4o:~l .9i ~-'3-'Lu l .. -il.:ifa':i!4 

)-:~· _;tS'i ~i ,~lj ... jfa t,?i u-o 0~_,.AU ... .J • .;I~ Jl 4~ 

~i J 1,.'.r~.l.J\ ..A.1\.,,'.(..., ~~)~ ~y.iL~ '-)1..9 .~..'ll1i .,.,l.!-~ ~ ?. byii..J~ J>l>':i!I u3..L; .2 

~J..9..'l 1~~1 J .)L..-.,:;... 0-" u_sj~ ~ .. UI ~faJI ~lli ,j LJ! )~I ~.':i!GJI ~ 

•~ '7-~ -j~ ..!.lt.:.At ~ >-.?. _; 1 f-f t.) ki.i.....,.; -~ • .u l)£- z::l~ I _y:..·~ I ... •.:3 L~~ tl I ~µI 

.)~ .~-~.ul U.J--~~ ,1.....aj_,.l.\ ~)Jj~ ~-+t~ i'J {,:< •• iJ\5 ,~_,.:,..\ ->fi..Ltl ~"..JU-i.! . ....u 3i c.::Jl.J-~ 

1l 

i 
I 
I ! . 

I 
I 



I 
I 

I 
'' I 

I 
' 

I 
'i 
! 

I 

I 

11 ~~Lll 

~.'.(.; ,)i ..>~4 ~I uYl:J.;:tJJ\ ~ u.:JjhlJ.\ ~~_j\ ~ l.\S' ~ :1 

:uY~1~I o.i~ ~j.j .~\ ~l.>9 JI ~G 03..t.:-9 ~ 

!).~.iL.il o~)L:; .91 <fa ~..bJL~U ~4a)'I tJW.IJ J,.9)1 Jlll U""~ (i 

~wl...G~JI (~ 

' l ,... 'I ( 
·.)~'-"..l~ 

J ~4_J.91 ~ J~~4 ~ ~ ~l~ll 0..0 ~-~~Lil.J<J\ .:i\yl:~~q J>.) (~ 

t- J..«~ L.r'I (~L~\ ~ (~_y.:Lli) 10j (~_).)WI) 9 w.)Ll\ •-:..A.~_J-·~ wl.::._.? .. LU.1 G 
:. . ~t · -'~ \ •'"'-t-=' ~ ,:) 

.)~.L.u~ ;u)-Wi ui.) 4-:J~I _1:~ 1-~4 ~":!..L9~i ~_.,.b.JI 0-4 1....9J'b JS'~~.~ .3 

y-':1-......t )~\.9 J.9~ ~-,.b 0.~-! ~·~~'Co ~\..aj\ J ..)~ .9i ~~lbA' ~LS 

• -..11 ' i> \ "t I ;. t ti · • _J>,t, ._,_., .lt-1.-1, '-:y::.-. I (..!A 

i. 
! 
i 
' 



- ·'i,"· ..-- 0

A ..... -. ~ ; ........... -............ .. - -·-··--. -· - - . _ ... _ --- ... ,, ______ _ ,,....... '1 

. 

4 ! 
I 

~ ! 

~ I 
; 

• l 

~~1..UI ~~ ~k> 3i .J~?J! 3i if')l9?JI (i 

:;L:-]Lll JIJ3~I J J.oltill Ji Jjl...c: .)..4ol (<-:-J 

~~~I wl..G~ .)\.)~13 ~~lj.::JI 3i 4.~~\ ~)yd\ (~ 

;;_x~i o~w ~_;j~I ~ J.:~l 1..*~L:k.J ~~~ JQL4>;JI 3 i Jlll ~(JI {.) 

~~JU.\ a;~~.1..ll wlhL.JI 3 i uyWI _;,\..a_jl 

~~1.))113i ~L;a..a.l\ wl,.~'f!l l::~ r~~l 3i y41__y)\J i_llii.A~I ul~ (.A 

\.>)+?-'fl\ .Jl>.);/\ w!..b.h~ 3i tWI ... Ld .. a1JI 'ifW~~I c.·.iL~ .. ~1 G 

3i =~-~ ~J.3JI ~lfl ,:.,L~l.A.~I (j 

\• ! L?.J5'.;.l.I ~) .. )i C.:A ~3_yA.1.I LS .. )-~~\ w~,J! ~- lii,i) .• ~13 ~\ ..b_.)-"'t (: . 
• j 

j .J..9l..tl.o '-~-~ 24!1 -:.I~ l-s>~I wlbLJl_y 

• i 
~ I 
t ! 
l ! 

! 

I'! 
~ ! 
I 

~ : 
! 

(, ' 
I 

~ I 
i 

I I 
I 

I I 

I 
~ ! 

! 

I 
;, I 
I 

I 
\' I 

I I 
r; I 
I J 

I 
~ ! 

l 

>I 

>.! 

l ______ H••--··-·-··--·-·••<•H·H··-- .. ·--·--~-.. ----·· .... ~ .. -•-•n-·-- ·---· .... ···-··- ·---··-.. ----.. ---- - ..... 
~~~,~~:::;==~~~==::==::::::::~~;::::· ;;::=_::=:::::_:;:;;_ ;:;:;;~;;:;:;~·=--~;::::::-~---=·-~~--~-~-~-~.:·=· ~---=···-=···· ·=-..... ~ ...... =·--·=· .. -~.-= ... = .. =··=··-·-=-~~ 

' 

" 



,
.'IL

::' 
"-"

 
~
 

'
7"

 
...

...
.. 

~
·

·-
."
? ..

... 
.
.
-
.
 

-
•"

!"
:"

. 
-

r 
.
.
 

....
....

 
-

T
.'

·.
 

-
-

.
I
.
 
~
 

"D
"" 

_
__

_
_ 

.u
 
~
 

_
_

_ 
.

17
1 

-~
 .....

. ~ 
-

.. 
:t.

· 
.. 

• ...
 .,, 

~
 

-··
· 

-
.. 

~
.'!

..
. 

-
.... 

·~.
:;'.,

:_ 
--

· 1 ~-
-
-
-
·
-

----··-·-
····---·-

.. --. 
I 

11
1 I I ! 

(;,· 
11!

 I I 
·~

I: ! ! " 

...
. J

 '~ ~ ~
 

.~ .H
 ! i .

. M
~

•·
•

•M
~
•
·

·,
~
M
 

-
·-

8
 ..
 _

_
_

 H
oo

 

!...
.>.

 ..,. 

~
 
~
 

'-.
. 

C
· 

G:
 

f 
C

· 
\..

p 
c-

·~
 

4>
 

C
· 

\,.-
<;.:

 
r 

. ~
 

»' 
!~
 

1>
 

,;
;
 

ct.
 

17
\ 

b-
~·

 
c:

 
.::

 
h 

~
 

,t'\
 
l 

h 
c. 

.r. 
c 

lv 
~-

IJ
· 

·(
I,

 
n-

·-
,;,

 
~.

 
-

.. 
r 

i)
 

• 
·-

-
•
-

L
. 

. 
IP

• 
L

. 
f; 

{>
 

p 
~·

 
1(

; 
. 

.
-

(_
, 

L
-

.... 
'-

-
» 

~ 
r 

~· 
i(

_
 

ct· 
), 

-=
 

f 
1.. 

-
Gt

 
I 

c:
 

't. 
t' 

\._. 
1

_
' 

~~ 
f-

r
·
 ~ 

"-<·
 

~
 

1--
• 
1 

{.. -~
 

.,__ I 
[o

, 
c:. 

!£
>•

 
~
 

t.
 

t 
•. 

c 
~
 

~
 

h"
 
~
 

.f
 

•,{
r.

 
--

r.. 
. 

f,
 

t:
 

' 
~:

 
-

t::
 

.~.: 
~-~ 

"?~ 
t 

[ 
t· 

-: 
t 

"le
_ 
~ 

~ 
'tr.

 
}.

 
( 

r 
l 

l.-
f;_

 
~ 

{, 
. 

b 
.-

v
• 

r 
h·

 
~
 

. 
r 

. 
L
~
 

"
-

•· 
·?:

-
I 

• 
t' 

~
 
~
 

c
_

 
~
 

v
•
 

-
-

fi. 
-

-
I 

ti
 

-
.i

: 
r_

 
-

b
l;

 
[•

 
f-

' 
. 

Q_
 

f-
' 

' 
. 

t:
 

[::;
 

~
 

fs, 
C

· 
l 

--·t
' 

t,: 
0 

'fu
, 

. 
•G

} 
cf 

'(!
,, 

lr
' 

l..i
> 

v
· 

• 
t;

 
~
 

• 
h 

'-
--

·-'·
 

!£
>I

 
• 

.t
 

·,. 
• 

V
 

I 

'~.· 
~. 

'!:.
. 
~ 

•. 
f;·

 
e; 

F
 

f· 
f: 

[;
 
~· 

. 
~ 

ct· 
t 

[· 
~. 

r 
c,

 
L 

~ 
. ,

 
.-• 

~
 

_ 
~
 

, 
, -

C
 

f'
. 

I 
-

-
-

. 
<>

<.
. 

.-
( 

-
c 

'-' 
i:;

 
r 

~
-

.c
-

,c
-

(" 
--

-
--

-
6·

 
0 

b 
I 

C
-
~
 

t.
 

f: 
~· 

-e: 
~
 .

'{: 
~ .. 

{:
 5

: 
E·

 ~
· 

'~:.
 
~
 

1;·
 

~ 
.~

 
f·; 

;~ 
~ 

l 
E

 
~. 

'f-
r'

* 
L

-
~ 

('~
 

-::
.::

:_
 

1 '(j
. 

('
· 

~ 
~o•

 
-

I;
 

b
• 

_·
 

f-
i..z

_ 
·~·

 
. 
~
 

·~-
-

IL. 
~~

 
F

 
f 

~
 

F 
...

 
! 

G
-

~.
 

~ 
1

(;
: 

.i
•
 

I.
D

I 
-

t> 
~;

 
• 

--
b 

" 
• 

I 
<

) 
~
)
 

(7
" 

I~
\ 

c.
 

'-t>
 

,-
· 

' '•
 

-
r 

f '°
' 

, 
. 

I 
~;

 
r. 

-
--•

 
,., 

§:
 

r 
C

· 
1~

 
l_;

;
."

' 
C

· 
t:

; 
. 

' 
[;

, 
ct· 

r. 
~
 

\.,
 

f>'_
 
~
 

~ 
f_::

 
~
 

P 
1>

 
b 

~
 

h 
v
· 

i;:-
{:. 

~
 

.r.
-

~
 

ct· 
~
 

'10
 

f 
l~. 

c: 
~:

 
-C:

 
1,·

 
t~

 
~-

. 
6;

 
~-

~
 

} 
~
 

-:-
r!,

 
f; 

~
 

l ·r 
~ 

t 
~ 

C
· 

'~ 
f 

[;.. 
~ 

'(: 
•i 

6.
 

' 
~-
l t

 ~
 ~

 
t,t

. 
S.

 
·--

t~..
 

~-
~
 

'--
· 
~
 

\-
'•

r.
 

! 
~
 
~
 

.r
 

. 
·,. 

t::
 

C
· 

--
·fl

· 
c·

 
. 

.r
' 

\ 
p_

 
"11

) 
p_

 
e 

.. 
__:. 

-
-

1 
f 
~
 

( 
•G

-. 
f;. 

£. 
r 
~ 

Ci;.
 

t~ 
'::: 

;~
 

t;.
 
~ 

.c
-

•<
I'. 

r!).
 

t;.
 

r. 
tts>

· 
t-

-
~·

 
f 

•G
 

1.
 

f. 
r:.

 
r 

1.
 

f. 
C

. 
c 

~
 

c;_
_ 

~·
 

l.
!>

1 
r.. 

~
 

t 
I~

 
I 

L
-

~-
I 

~
 
r. •

r.-
p_

 
f. 

I 
1: r

• 
f. 

t::
:; 

~
. 

,(
 

,r-i
 

:G
.. I

 
. 

' 
I
~
 

. 
(!

>
1

 
f>'_

 
-

~~ 
l:

 
~
 

.c
-

, 
v
· 

V·
 

~
 

, 
-c

 
•F

 
r 

, 
t,t

. 
k.' 

("t
 

G>
s 

[•
 

I~
 

\_~.
· 

L
.+

 
• 

tG,
. 
~:

 
c: 

•fr
-

~·
 

[ 
~
 

-
1·

 
['>

• 
E

 
r.-

~ 
1.

.:
-

rrc
r. 

f-
(
,
.
 

i
r
 

-
l 

~-
~
 

~-
.t· 

-fl
. 

b"
 

~.
 
~
 

e 
'fu

, 
1.

f 
• 

c 
i:.

.. 
6.

 
f::-

·~
 

L
 

~ 
i;

-
~.

 
t.·;

 
~
 

~.
 

( 
.. 

. 
tp·

 
f;

 
~. 

!)
 • 

I.
,,

. 
'f.

 
f 

:. 
·t.

 
I.

,,
. 

· 
t.

 
· -

. 
t 

~
 

· 
F' 

·H
 -

~
 

t 
· 

p_
 

-·
 

F 
· 

&
 

-
f 

~ 
-

--
~ 

=
 l 

.c 
-

-
t 

~ 
--

'" 
-

~ 

(
' ''
--

··· 
~

· 

U
1 

~
 

w
 

N
 

"" 
-
~
-
-
~
·
~
;
·
:
.
 
. ~

 
-
-......_.., 

-
....

.,. 
"i

ll
 

--
--

--
-

~
 ... 

--
-
-
-
-

."'. 
...

...
...

.._
--

. 
·..r:

. 
~

-
-
.
!
I
;
 

-
-~
 

:!
. 

'' 

" f' ~ v (• i;
; ff 1. C
· f .c
-

f 
.. E
 

J>·
 E
 

~
 

&
{; t 

f. 
~. 

~. 
~ 

{: 

-.
..

.-
--

--
·

.:
:i

,.
-~
 

-
-
. 

-
-

·
-
-
_
_
,
~
_
 .. _

_
 i I ll I
 I l I 1 
· I r i [ t I 1t i~· I i 

__
_ !If

 
:!

.. 
--

--
..

--
--

-9
',;

. 



-1 
I 

13 o~UI 

.l.9 l.ti.1.1 ~)::JI ,_)A 0-' .J-<l 7 i llJ () r \) 1 j I ua _yJ U·:! jj Lti.~ I ~µI c~ <$9, j~ ";?/ 

f-:1~1 J f-fLi~I ~~JI~ ,;).:ik 13.L~ ~ .. 1.)i .:.i~~ ~i _r>"il 

. ..iJ Ltl.1.1 ~fa-i I dJ.) 

ua~ 3i ,'4.JWI .:.il+lb-'tl.I r-!.>J! jl ua~ u~...L9Lul.1 ~µ1 (~ ~9, j~ ";?/ 

0A u-i..,ri.L.J. .JL...J.l.""I ~ jl ~ .;).:i1~ ,_~-t-i.: ~9 ,._y.:;JI _;ii rlJJil 

:.-t.()Jsl J y>-'11 ..l.9k.~J.I --~J I 

~ti~lc~4:~~..9i~..()l5~.<A..r.!~ (I 

"' " ~ ~ ( ~) •-G~ -91 •"-4-t-1-91 j ~;1 ~~.J ,~~ .. ~l -91 r-1...G:.1~ 1-~; s:~~'""t..l ;:. 

~~~I cj ~ <$1 ~ ~·...l> jl 

·..:J\..o_g._;jJ t_J-!-4 3 ·, c..i).:.WI ~~_;ii r~~=-· ,Jl ,.::.:!.:)~JI ~~ 3i f'-~ Jo:) (w~ 

. .)A~'il U-t: ;;,~h.0.).i 4.._,_~~i ... -.J)l.()..!'JI 

.1 

.2 

~yhl\ 1.'...J'.J>,j_)·"~'~J Ii: J~tl u~\....~~ ~.:il.lL ~JA ()A 23 1 ~~..._WI ~ .. .d ..3 

. 'I .. , . -1 I 
·~~~ • ...L~-....:U. . 

:iJA :y. 17 ~.:ill.\ ·-.J..?"~ <d~:'J.J-~~ ~ t,~JI 4:~ ~ 5.)LU ~J.A '-:?...,~ '1 A 

· .. :<..~9w"il 

15 

i 
' i 
I 

i 
I 
I 

! 

I 
i 

l 

i 
! . 
! 



14 ~~lll 

,..)\.o.J..s:.I ~ ... 1,.2L.l.c ,~~ ~ clJI J~ o_,~··'I'~ 0~ lA ~LD.:i)1

I o..i.Ai J. ...I..?-~~ . .. 1 

\A_P.:i..~ ~l_;i ;~~-j)t\ o.U t° ~1-~::_i dl~ _#. i.f.ll .fa.L .. w <.?I ~ ..9i Jol.J)~\ 

:J~.~ 

t:> ... J>i ~ ~.a}.:.Jj ~ ~I ...L.9Gi..tll ._j)all ~1..9-Lll..9 ~~ JLlM~I ul-~ (i 

_9i !~~JI ft. .)~!\ ~\.J..J~ 4_,~~t.bJ\ .))_,111.~.:> ~~-lj (·~ 

~1~1 'd~ :'.t • .!\A:> 31i .~_,.o..il 0~~1..9i ~l. o.:11..t.~l 3i 0 1...: JobJI L_1ksa (.) 

.. I l;._t\ 
.4~~~ 

1s o~u1 

.J.J·\; .. ~;t.U ~LJ.A 4-Jk.~7~..9 ~+~~ d~~ ~~;Ji L.~..t.9hltl 0.1..9)~.JI t~'"" JS ,;; .1 

~:;4 jh.:.-: ~ . Lr-_.-9 L~~ ... 1.9~.l i l~~}:::JI 1)~ ~I ~3JJI wl.~~)l,ij~l ·4~i.7 

.:t.~l_jj~\ o...i.~ ~~ dj~ 

1.6 

I . 
i 

I I , 
i 
I 



I 
j 

I 
. I 

I 
! 
' ! 

1 

- I 
i 

! 
. i 
I 

,_r>J/1 .1.9~1 i.-9_µ1 J+9 0A ~I ~ ,u-:..L9Gt..tl.I L¥µ1 u.o J5' ~ .2 

~ ~ _r>2ll ..1.~Gt..tl,1 i...2faJ1 JI ~::J.~_;-b.ll _#y ,~Ll.o <l~-~; ofa 1.J>G._9 

.1 o~I J l.JI _).,,~ . .11 JjL-.J. l~ 

\J~-9 J.h+hi 0 k ~IJ ~ yy ~;Jl ~l.~-9 '1.~I~ J.:;~ 31 t;.b JJ...:. .3 

~Li.A ~~1 ... t:i ~Ge:;)' '="~1 u-:...L9l~I ~.):JI u.o J5' ,fa ,~w;!I oJ.."i 

.y'dl .JI vb-JI IJAi J_i4 J.c t_-\U::,YIJ u.\Ayl ual~~I ~'4:Ll 

1 ~b.J\ 1.:ll~ !.JA _;"-J.~ Jt .:il~I~ ~~ ..J.>-h! 4.1~3 31 .. IS~ ,...9_yb tl.91.)1 .1 

.f:...£. fa?:J ~~A '~~ ..Lll ~-~.JW..il 0A ~ ... >I 1.>S:.-i'ii .91 u~w ~':. 'U~ ~-9-4-! 

9\ J..ii ji Ll'.>b.)'~ 1~_,,.\,-.l _.,-.>-)'\ J.i)G_.-;J,: J)'"-JI ul.S ,_)....D.~\.: &k~ ~~ ~)-~ 

'-~~.r·\_;: i ~~,~~L~ I~~;! ,...:J.L c~-"l · -~<.\I.ti ~lhA JI J..,,a~ I ~j:.:J I ,,:y> .... ~·\ 

.4~.lJ.) .·Le 4L~IJ 4..Jl6 .~l ~.Lu. c.\ ~.9 ,ci . ~t >{:>~I J..9Lt.:,t l ~ _j.l,J I 
~ . "::"' \...... . ._/ .. ? '-' ·- . . J: _, 

...L9~1 ~):..'1 \ ..:l~ .. , u-o .)-~~"""'"°'-JI .> l..L~L: t,.J\:\3 -9i .~L~..4) -...9fa ~.¥-= L-:i:> .!. 

, _ _9--.:L'L-;Jl.J Cl..l . ".) ~ .. . 4-lL.., • '. ~ ~i"' C) it ~~~<:UL~ . ... .ci~I i..:.,LJ\.b.oa . ~~ . i ai11 . F.....--- • ~_... - ··· i _, .J_;;r-.-----;. .../ .. ..:1 \.,,,;l....,r- u_,--_;; 

JyL;JI o..U 4.Jufu •..)\..i .. ~-.J~ :t~WI dJ\S"_:;JI _91 J.9Lcll ~yb..11 ~ '4~ 

·.;:>'di JjLu.l,l 1~yhll .~ ...:,.4_lLt.J,l5 

17 

I 

I 

I 
! . 



0 k ~~ ~JJI. o; 1;,; 0 .J.I ...L.9Lul.1 ~.J,h!J ~~\ WL~I .l~ JYb.~I c.i~ .3 

.. uktll ~µ1 ,.:JJj '-4-9 u-a "-:~ wlyll b.i..a ~IS' L .. 1~1 '->~~; ~1 

•' ;,!4;,; ,~\ 

11 ~~u1 

LJ..! ... Lql~l l°J~;hil ...t..>i 0A ~ lY.-! d..;J_yW1 ..:il~.U:JI ,fa b.)Lll ~JA ~~ .-1 

'-~~jl ~j.) ~iil (j ~;ii ..>§..wl .)WLul 0£ ~LJI _ _r>)J\ -~~.tl.1 Jyb.JI_, 

.J.~lt.11.1 _9yh!J rlJJ4 ~~jll JY'-->?J~ t!JJI l..U j1A ~ ·J~~I ... 1..Hul,! 

~ ·t_,~b...~ _/bi-I ... l...S\~l .. ...9fa.Ji JI ~<.Ji y4.ii"'~tl t}.t:- ,c,\_'.9W..LI i..l~ .i. 

. I" - c. ... t I I • * • • I I t • ,11 
·~ (..~i"l.J1 c_.;~l.Q.; .)....._,..-: U · _J\..IQ.>.ll , 

~- : l:r. J ).t>',; \ f...; 4.~ I r j-C jl I 4-t-'5 LiJ ~ l bl~ f lS'--> i ( '7' 

L ,,t'.:i •• 1 .. r1 '.:i .. , 'I ~1· t' 
.~ £.;..) .)IU ..,~ j.JUW _9 -+!'€I tJ I. ;-;i.. •.:,,,.! I \{." 

- -· 
)1._ -...')i\ (')Li_-""\ t_:.;l:; LJ-C .J+~j ~.::_,u J'Y.b- l!..)_9 t\}J\ lJ.> (>~~1 (,w! (.1~ (~ l,i} .J 

~~Y. ~,,UJ..4 ~.S'j~ 2W-:J JI tl}\JI 1...:.~...u1·._~ [;il.i.tll _~..MJ.I r~ ,~~ti 

t).>.i.L\ ra. .. J.1 )~ Lr. ... l,;s~.,;ll L.~9}~1 >C-; l./ c,~J3_y.,J.\ .)45 ~ d...\;-'L~ 



J ·i..$.,.>i ~L~ ~i J t!JJ1 ~--'.i1J y-&Al.ll &>- .J • ! i "·~-9 r jJA3 t~~Lt- 4.S'_j~I 

.:-G~2!1 e>\j u-o ~i 6 J>G- ~G-9 )...L+~I Js- 4S'yi..-ill ~I o.;..i-9 r.J.$. JG.. 

:'4-JWI ~b.1.1..L:>i JI t!JJI ~.J..Qj t>Ll.:J.I yo1i "'oil j~ 

3i ~.JLi~"i.I 4.o+l,91 '-~ r~ ~..lJI J..9hlt.11..-9-~JJ 4~;.~"' ~ J+.9 L.\.Q (1 

L~I .(ICSID) ~)4-tL..~I wl.c!p.JI <L:~i! J9.;J1 A_...tl ~ 0-4 f~I (~ 

,~5->'.:;.~I J-7.:JI tjbl_~-9 Jj.JJ\ ~ ~.~~~; wl.c!JJI <l:~ ~')Li::\ ~~ 

c~~I YiS' 0§.: i) ..b~ 1965 ~_;Lo 18 e>l~ G~IY. ~J53,ill 4.>.Jl.UI 

3i :o.J§.ltl ~LLJ~I J l9jo V:->-~L.-.i!,\ 

t)~~yb.Jl ..L-1 h.a_~ ul5' lo 1.)1,~~'11 wl.clA..11 'L:~ fi_,J. ~l+O?/i ~GJ.I (c: 

ji :lJb~l.9 4+qWI J.£. ~~~10~ u.:..1..9~1 

~~i :? ... ~,J f+-<. "l:_: JJ.:. l_yJ LL'\9 ~~ ~W u-.o ...A.Jb.i ~ ~Lo I ~~\ (.:. 

.2010 r~ J .:.J..Lc. ~· (UNCiTRAL) ~.b.J.JI ~.)~I u~~Lli.lJ e; -~1 

.:i.!..i.UJ 1...9\)~'JI t).i:. L.1:! ... Uil,uli Lt.~~-~j\ L,...o J~ ..D'~ ·r j.A3 ~~Lf 1-<)..<-~I l..~~~ .4 

.J_::>,.UI (~~jLiJ\ t5..:i~J .• Lr. l~~' ,:1,.;L.,.:T4t...i3 ~ljAJ W.9 f':Z5,';c,ljl' r~~~ 

J.1 . ..L.Sb. ~)-o..J t~~~ L)l::.Sj ru...,J.\ ~ f J. ... ~ ....wu. ~i 0A L::.l~ ".?;JI wl~!;..t ; .5 

.. _-:_,\<- ~~~~ l.QJ:9 ,:\_~5 .. ,~ r1-! LJ-i.,.r~J.I ~·~~ ) .. ~\ L.i~ · d..:k-11 c;U.o~ 

.~t--9 L~ ,yo~ I wk \j\JI ~9-'~ 

~;...C~l . ~j ;~ 0a_s~tl ~6:.t\ .. L~ .. \ '--:J..-?'~ ~JJ ~~~\ t_!)-1,~-'~4-ll> j .6 

I - I I .. t I . L I . ;; t I I . t I . - t ~ I . -., 
·''"'"-.~ · t_JJ t'..7'.J ~..Y'-' ~ t:.1A ..J .. U.:.-· • . c.ri1....~ ... ('~~ , eju., l'! .. t .•.; ,,)-~ .J 

l 19 
i 

I 
l t 

[ ___ ·- ---··-······-------··---- ·-··---.. -·- ·-·--- -----··---·-·-···--· .. ·····-----·--- .. ··--·-·-··-·------- -··----····· ____ .......... -......... -............................. ·---.. -----·--·---' 



~ 1.!i! &..)ll.1o..U'-'.JA3 ~~I~~ ~I &.,.;'b ~~J;-....Ut_~ ~...LQ..jj~ ;J 

L.115' 31 ~91 ~ll ~ ~ 9JJI ~..>WI U.O wl~'J ~J'.>G LJA pi ,::~.; 

\A~S'.; ~;.ii &) .• ~I 3i _;j~Jl3 f'Y"'),1 J>L>'j~ ~y-tl J.c ~ ~-1:! t'..>I ~ 

.fy_-;.! J§..UI 

18 o~Ul 

~~.:-''' l..o~...Lll wl..'.Ti.AJI 3i/J..>JLlJJ; j..iy ~ ~y.J ~ 01 'L~ ..L.>- L-~~3 

. ,_>y>~I 

~~0 ~Hr~.! (6) ~' i_i:Y\.> Jl..UI JI ~?y.JI (.)::...L9L~.:J.I ~~-b.JI tb~~ ,~ 1~1 .l 

l:?i t..W c~'i c...~~I ~ ..... ulo~...JI 1.:..il~I JI/~ ~Ji_;3~U\ "-£-?Ju~ '-::~..UI &,>liJJ 

t · " -1 -ti ·,Lt' H I 'L ' ·'II . . " 1- -t t • t Jl 
0 i r-..>~c-:! . ... '-!:i~.~' 1..:1...>-=-'1 ~ <J-f· ~- ;_! ( .. ';"\.J· ul9 ,LJ:!.l.9ULl.I. ' ,.:,,~ye. i...~ • .., 



LJ:i~· ofa J)l;. J.3 ~-9-"' 0G~I 0L&J.1 r~ . 1~; ~ _r;.".lfl ..L9k.1.1.I 

L.::1-~ ili I~ I UA:; L, ~ . ~JU "-13 .) ~J:. 1~~ u-<· c.JL; ~~ .) ~ 4 , ~ 4i:> 1 ~ \ 

.4A~J ~_?~~LS ,u: .. LHx.tll ~fa.JI~~ ~·1.DI !~:.~I 

j 5.)~\ ~jJI ..'.:.J\;W\ J>l> f"t..S:~I ~::t.o J ~ l:?i .J~ I ~':! rJ 1.)1 .4 

l..~}11 r.yL: u:-.l.9~,t1 0~µ1 0-4 l:?i oy:..) ~ f·~ .:Ul.9 ,o.)U\ b -l~ 0-4 3 0_µ1 

~WI 31 ~~I~ ~ bj:!J.Jij J.c ;.~ 'r~::c.:ill "~LJ I ~ r.WI 

.• ...u.J I~~ ~~ icJ ():!JJI 

. ·.l...LJ_cµ1) ' l?~':I J ~JI wl,. \r,--! ...l.h.i .5 

)Le;' J£.:. r.).4).9 J~:. .J!~I u~~ . l.'.:.\ !.ria~I 2~4 ~GL,..9 ~I 'L(,_~ .)·40J .5 

.. ·u...L.9LLD. \ .· ... 9 ..b.Ji ......,-;;. u:-..,,, 

. ~1 .. ~'fl4 '4al-it-JI l5_r>~I u4]1.s::Lllj ,~ 0...1-~I wl..a.a..J i ~ .7 

, 4J.:JZ j ~:-:.:JI ~;-J. j_y.~ n.~lJ.) ~J 'f~~I .~_;bJ:\ 0A .J .. WI ~l.J 

- 1 . - ~ I . t t I ·1 l . ;; • . •: ~,.. - I ' I ~ ·1 - . ·1 - I 

.~J~~ >.'.J:::-~ ...I.> (.)-!-"' 0-4 t9....G l.....'2.._:J~I L_\.N l~ ~~ U .)_ri.j ut 

"-...a3yil.I ,))-'_All i,.f&. .. ~';] \ ~i .)~I~ ..r.!· ::.. .iJfa. .:-2L£.::.l.1 .... 3_,b..l.J j _Y.-=:! :1 

: ~JlJJI ..:.i'll :dl c...114 j wG~~".l/4 d..~.t. \ .. :..i;A~J i _,i e:L::~..U. 1 ul& 

-Y.·~ 1 J i ~-+:;i--.)L~J \ ~111 l.'.:.·~~l lj ,ul.c._~..U.1 0~ J fa.> ~.J)u>I dJL- J (i 

•\ .i I • 
j ~ c..!.u-~ 

. . , .. 



lJI j~ JI JLol <Y'G wlS'~ l?·).J.i ~ ,'43~1 ~j~ J ,~ w')]GJI J (~:-i 

'4...liilll wL-1:1~\-"-J\ ,~~4 ,~I j~')]\ ;)j?J 4.:~ ~~ JI l?jJ..i 

.~~l~wL,J4--~3 

:c) 1 ~->-a.a.JI ij ~\ ..>L~I j~\ ,fa, .2 

~J9.;l\ ... L.O.:J\ 03~ '4-Slc.:il j~ C° ~l_JZ (i 

·-~y' .. J: ~U\.9 ~~~')]\ ,'u.}~:JI E1~ ~..>J~I ~ .J.>-~JI , .. ·. ~ (y 

1 o~J\ "--~ 41~.~I ~J):;JI j.ol.tllJ "~9_;...;a,J\ P.~J.:J \ j_9~u '21 (~ 

15yaJ JI '-::; c~yl! 1....aJ~ I ~~ t° 4-~...>-l) '.<~ ~..:J13 (U.S~ u_,$j (,) 

wL~Lti.Q _r..:~ .. j_~ ~ c.>-'' ~I J.91 ~~ _r>~1 .. 1.H,uli ·....9f..J1 J.oW "ii ul (~ 

~Lt~ ~-~-~J 

.)G~ii .,·;A .. ~Ls,;..~ ._j)~ ~ ~·) ,4Ll..'.~I c.J~ lj !S_?I r-lS:.:.. ' lf' ,_~ ~~\)t: 1 

I :. - '.A I - l t I -, I\ t I - I •• , d I - I . d • - . ·... I I -
'.,J..()-M!·i~ . -_u.oy~ y ~"' ~'""" l.....!t..0 .. 1.,,.J'-! --sa 1..-J ~ ":!~~ff- .:.i..;.·!J·-l..:' h. ....1..1 . ' 

I 

I 
I 
I 

I 
! 

i 
I . 

l 



~~, u~ Jl ,~Lo wlo..L:> r..l.ii: tJ~ J+9 l'.>-° ~~; ,~o ~~I w4~1J 

. JU I .:Lil U:u _) G.r-~ !_~ 

.~ J~l3.1.:i ~ 1 o~.JI ~J ..L9b 1-~,.b ,~ 0A o~I ~l..u.1 1 fa~ Le~-> .2 

~_,bJ wlol.JU"il JI wlbl+J__,~I .~J ~§ ~J_,;.; 0 J uJ L;µ , ~wJ/1 

JI ~ wlo_jl~ ·t?I JI j!_r.9"11 ~~I w4~J 0~µ~ Jk..-u wloyk...o 

.4-..,L: w~J..o ojl+> J ~.P~ 1.'.'.JL~.~"'-'' 

21 6~UI 

w :>t! .. U&.l.J I 

'. 



..u.~ .:iLil.ll ~Li Jl2uJ wlj-Lw (10) j~ o_µJ .:iLil.ll ~Li 9Ll.ntl o.U Jl2u .2 

.3 o_ra..ill LtiJ ylfl ~ ~lA dB 

wl~ ~I ofa ~~ 9w~1 o.U ~lf ! u:..L9WJ.I ~_ybjl 0-4 ,_/J j~ .3 

41...lA ~.Jlh>l_p.'>!1..L9w..l.1 ~_ybjl JI JLi.JH 1.!lB ~ ~J~I JJI ~J~I 

.~lA~..l.11 wl~I <Y~ ~ 0...1.:>IJ ~ 

~J...U~I wWJ~ 2019 ~Y- 24 ~...>~ ~3...Lll .JP.Y. CU:...lA J 0'..~...,.yJ 0A w.J...r'> 

~ ~~ ~>h.>~I 4.Jb. JJ ·4.:Jklo ~ ~I YlSJ ,.J~J ,~~IJ ~ ... ~11, 

.~~~I ua-JI ~~ ~w~I o...l.a, t \S:.:-. 1 

24 

I 
! ~ 



REPUBLIK INDONESIA 

~~I wGIA'}JI d..JJ.) ~§.>J ~3...ul ":->.~~§.>~~Lui ~ ~_J1.JI ~ 

,("Lll..u'}JI" .i 1. W ~ 1. ti W1) wl ~>U d..J.)G.1.l.l 4-ik.::JI • ·- .':.i t o~I - · '-:t'= -~ ~.) '..) . - j~ 

.~W)ll 0A ~ '}] -._?. JS:~~.i L" ~w1 r~)ll 01~ 0~~1 >IS' .:..ul..913 

u-o (JlhlJI) 2 o.)Ltl u-o 2 o~l3 (wLL~I) 1 o.)Ltl u-o 1 o~I J1 o.JLlJ)'~ .1 

:~L<i.i)/1 

1.-9.fa ()A U.3.)-~ r~ ~1 wG~)/1 u1 '4h. ~Lill.I ()A 4.jlj ,._yS"WI ()A ..Lijl 

(.!.lLU ).~L:.<i)f 1 u.J-i l9 JI~, '\:.i ~ ~ 3 ~ 1~" _r>)l I ~ltll. L .. -9µ1 ~ 1 j ~ ~ 

.... L9 ltll.1 ~ µ1 

~.3 J~JI 4-~ ,o~I ,~W2/1 o~ ua!J.l.~ ~Lill.I u-o <DI hi.$b..ll l..\.., ~j.l. 

·.JL.-~L\5' ~ u..J ~WI ~~1 ~S:. J3~I u-o 

~~ ~~I ul ,~W')f1 o..lA ua~~~ '4-1.c ~Lill.I u-o <DI ,~WI u-o .. '-& 
~I J Lr-9~3 ~.! ici q·.11 4..l3..UI 0.:Jl.J-~ ~~ ;;~ _r07i "Jt '15'~ ~~cl.ii.~, 

.a,;.! i:.,-: "' t I (l!$~ 1 

25 



i 
! 

! 
! 
I 

I 
I 
I . I 
I 
! 
I 
i 

•~_9.) _ _j..~ ~ L-sk ~ ~' ~-~~~ •. d 1.~! 4..)\ ~ fALi.tl.; LJA ,1..,: '"'.'.'3J..jl d.Jb. ,j 

t)ts' l ... I~! ,a.s4atfl:J .~.)~ ~ ~ -~\~~~I '4JJ..WI ~""61.J-O ~ L;;.Q-'"'" .):L~ !/.:Ul.9 

~.)b..1\ ~l.J-0 L.~ -~ l/..ul.9 0:!..ijL.,ul.\ ~..9faJI ){:)' ~kl.J-0 0A ~ ~, 

-~.JW.L.i! ~~I~ l?JJI ... ~Lcll 

~~..s:. ~;JI ;,~~\ i.2~ "~~··~.JI ~:..il~)t.~I" ()! 4.~ ~lo..tl.1 i:_.~ 4..i l 4J,?WI L:..o ...u)-1. 

·. ~~~ t,~:. t$ i 31 , 1.::.J L~..i..> JI ~, J~ "-o~'(-:J1 .)~~ 31 r ~.~3 jl ,.!~; ~ ~ 

j\ t_l:w'}/l (;,~ rl...L~'dl 31 t~!l\ ~.>~\ 311.:-'.Jl~I ~~\ ~~ ~3 ~~--~ u-~'.Ji:.~ 

·1$)-~~:.:i.JI ~l b..)L~I ji ~! ! U ..:..ilA ... L::JI~ ~ . ..J •. :.J.~I 

.. *•'*''I . ( *\h·t1)-· * 1
t1 ( ") 6 ,. * ·J1 JI* I .... rt ,. ·~~.:w ~ i'l~ ~ t-' ;..; !.. o.)~ · ~)'° ,~ oy.c , o.)u...'f ·: .·;:; 

i 
t ·-

i 
I 
! 
! 

i 
j 
i 
I i . 



''(ltL;..o ~.9)::>" )..;~I C\.kWI i.'.:.W\5' lo I.)! 4-ii ~~Lil:\ u-.o 4.il9 ,.~~WI ,),(j ..u...,J. 

<: _ _:..9w~I ~.u 0A ('4ili~I d.lol~I) BJ (~1..c.)4 J.9~14.lJ..UI 4-LL~) 7 ,~.)UI ~~ 

~).)Lta.JJ if' JJ~I ._:,:;..~! ~G. J.;l:Wi d+9Li.J~I o.L~ 0A (&.J.)L~aJ.i) 9 . 6~U I ('-:-1 

,_~y.:.l.li J:)a 0~ e~l+l.I ~J-~W\ ~.) ..#- 3i ~i..; ~ ~ lf31 '~r,;,,411 

.4-?t,,.01..9-JI ;;J.)W\ JI ~.lJ ~~I 

_r.~ ;.) . .)WI i.J-· ,d.-::iil.a.J"Jt o.U l..~ (;;J:.WI) 9 o.)ll! 4l_;ib:W <.:.;JI '4-iWI aJ~JI (c · 

.L9lil:i 1..~ _;.k d+~ 0> ..:.il~~)'I ~ d.LJ....., _9! ~!ftl .)L~ \ L-~ f.:;~ ~I ,&~W.\ 

.'t~1_,.j1~)~w131 ~<tJJ ~)' J:_~J! ~:>·.l.: 

27 



I 
I 
I 

· 1 

I 

I 

,..l.9~ ~yb ~~~I wl .. ~)'I CIJ l'J' Hl 3 1 .. 1_r?-~1 ul5 Lo I.)! ..i-:~ ul (1) 

4Jl":t.l l--~ .. ~I .. . 1h"4 ,;~4-o J:.c o.J.:i~ <-~ ,.:i .. ~ 1-A.9."° J 
~ .s_p..i JAi~ ~ J~~I J ~ l:?JJl3 ~\..l;:JI ~ ~l.9 , dJ~ 

.9~ s: ~! ui ~ u-o ~)I ~J ,~fi';JI --~/U ~.:il;a.ti~I .;.J~I (i) 

~IL~'-?~ j~\ y ..l.9~ ~.fa Lt~ 1f31 wl .. ~)11 0A ~., 

d.l.LWI 413-1~13 ;_~ti .J~~I w~~ t_.A 4-A~Ji .. ~I J>-1..w l5~ (1..:-1) 

J ~_; .o7i .,,.ti~ ~l~ 1-(;_,,-hl ~~I ~WI f'lp.l~ I 1.)~ 

·~~\ .. ~':lll a~(l:) 

:(~).:iWI) 9 o.:iU\ 1).4 (1:.)1 o_,..llWI JI b.)Ll~ \~.11 

c.~! ~J~ I ~} '...~ J_; .... t~:J ~Ji.lA ul5' k4> 4.jl '4k ~Ll.:Ll.,1 i)A dJl,g ,~WI 0~ J:_,:..: 

c~ (b).)W\) 9 s~Ll.\ 1j .:i~I Jul~ ~·W. 1 -~~ ~.li t)j J I ~ ~~~i 

-- ~_,..:;ztl 1..U l,..~...; ";] J...~ ~ t!_jJI ~:ii~ J ~J-: ~ ~y.tiJI 0i a;;!~> uLl ,~Li:i~I 

(.,.,0 ·' r·"'~l 1 L~l l~ o~ 4-c ..I:.~ 0 _).) ~ J5:.~.i cj>'i ' - ' ~ J ~I 0:.+; Le I j 1 't J. r~ .)').i:. 

· .o~u. 1 ~ ... IA 

- .. (;.11 • C'I? - - II 1111 11 I' ·, I l·- t1 I • . Yi-JI .l. 4:r-- '4-'\..u I ._, ~,.> I..)~. ~· h V ' ,Q Ll '4-ls· i~ l.'2.1.;. U-0 .:Li L9 '-~ \j ~ ..;..~! 

28 



04(w~~I)11o.)ll.1044 o~l 04 (r) J (j) ~_;4JI w~I JI o)."~tJ4. ·13 

:d+9W~I o..lA 

~.9..w~1 ,.:.ili.Ll4 2o ~i g .WY- 24 ~~ ~j..ul )_Y."Y, ~ ~ 04 w_:..r> 

~ j ..J>ll>~i d.Jl> j_9 .'LJ~ ~"":.;>- ~I >Kl 03-~J ,~~~lJ ~~\j .. .. .. . . 

0 ' O> ~ 4 

..lLWI ..L4.> I Lt! w \b.L . .} 

a.rJ~..>:JJ 

29 



A .. ,. .1' 
I ... . \ 
I ' i"".;; ./ ' 

- t_. 
I \ :1, ,' . ' 

REPUBLIK INDONESIA 

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS 

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab 

Emirates {hereinafter referred to as the "Contracting Parties"); 

DESIRING to promote greater economic co-operation between them with respect to 

investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the state of the 

~Jther Contracting Party; 

. 
RECOGNIZING that the promotion and reciprocal protection of such investments will be 

conducive to the stimulation of mutually-beneficial business activities and to the increase 

of prosperity in both Contracting Parties 

RECOGNIZING that a stable framework for investment will maximize effective utilization of 

eco:iomic resources and improving living standards in both Contracting Parties; 

REAFFIRMING their commitment to ensure the development of investment in such a way 

as to contribute to sustainable development in both Contracting Parties; 

HAVE AGREED as follows: 



ARTICLE 1 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 

1. The term investment means every kind of asset which is owned directly or indirectly 

and invested by investors of a Contracting Party in the territory of the state of the 

other Contracting Party in accordance with its laws and regulations, including in 

particular: 

a. movable and immovable property as we!I as any other rights, such as mortgages, 

pledges, usufructs and similar rights; 

b. a company, shares, stocks, and other forms of participation in a company; 

c. debentures, bonds, loans and other forms of debt, including loans from state 

enterprise to state enterprise; 

d. intellectual and industrial property rights, which are re lated to the investment; 

e. claims to money or any other assets or performance having an economical value; 

and 

f. rights conferred by law or contract such as concessions, licenses, authorizatior, 

or permits. 

Claims to money involving the kind of interest set out in subparagraphs (a) to If) 

above shall not include: 

i. co:nmerciai contracts for the sale of goods or services by ~ national or a 

company of a Contracting Party to a national or a company in the territory of the 

other Contracting Party; or 

ii. the extension of credit in connection with commercial transaction such as trade 

financing. 

In order to qualify as an investment for the purposes at this Agreement, an asset must 

have the characteristics of an investment, including ce!iain duration, commitment of 

capital or other resources, the expectations of gain or profit, and the assumption of risk 

T:1e ::irbitration award or any order or ludgment rendered with 1egard ~o thi:: investment 

shall not be considered as investment for the purposes of this Agreement. 

L.. The term "investor'' of a Contracting Party means: 



a. any natural person whp is a .nati-onal of that Contracting party in accordance with 

its iegislation; 

b. any legal person constituted or 0rganized in accordance with the legislation of 

that Contracting Party and engaged in substantive business operations in the 

·territory of the state of that Contracting Party. 

3. The term "territory" shall mean: 

a. in respect of the Republic of Indonesia: the land territories, territorial sea, 

archipelag1c waters, internal waters, including sea-bed and subsoil thereof, and 

airspace over such territories, as well as continental shelf and exclusive 

economic zone, over which Indonesia has sovereignty, sovereign rights or I 
jurisdiction, as defined in its laws, and in accordance with the United Nations 

Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, December 10, 1982. 

b. in respect of the United Arab Emirates: the territory of the United Arab Emirates, 

its territorial sea, airspace and submarine <3reas over which the United Arab 

Emirates exerdses in accordance with international !aw and the law of United 

Arab Emirates sovereign rights; including the Exclusive Economic Zone and the 

mai11land and islands under its jurisdiction in respect of any activity carried on in 

its water, seabed and subsoil in connection witll the exploration for or thd 

exploitation of the natural resources by virtue of its law and international ~aw. 

ARTICLE 2 

Scope 

1. This Agreement shall apply to measures adopted or maintained by a Contracting 

Party w!thout any discrimination relating to: 

a. investors of the other Con!racting Party; 

b investments of investors of the othe,. Contracting Party. 

2. This Agreement shall only apply to investments by nationals or by !egal persons of a 

Contracting Party in the territory of the other Contracting Party which has been 

granted admission in accordance with the respective laws and regulations of the host 

Contracting Party. For greater certainty, this Agreement shall apply to investments 

made in the territory of the state of a Contracting Party in accordance with its laws 

and regulations by investors of the other Contracting Party before or after the entry 

I. 
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into force of this Agreement, but shaH not apply to any dispute that exists or has been 

settled before its entry into force. 

3. Notwithstanding paragraph 2: 

a. in the case of Indonesia, natural resources shall not be covered by this 

Agreement, unless otherwise specifically decided by decree of the Government of 

Indonesia. 

b. Any rights whether conferred by law or an administrative act by a competent State 

authority, or by contract, excluding concessions to search for, explore, extract or 

exploit natural resources. In the case of the United Arab Emirates, natural 

resources shall not be covered by this Agreement. 

4. Notwithstarding paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 3 (Compliance 

with Domestic Law), 4 (Corporate Social Responsibility) and 14 (Right to Regulate) 

shall apply to investors of a Contracting Party and their investments in the territory of 

the other Contracting Party. 

5. For greater certainty, this Agreement shall only apply to meagures by a Contracting 

Party that take place or exist after the ~fate of entry into force of this Agreement for 

that Contracting Party. 

6. This Agreement shall not apply to: 

a. governmen;: procurement; 

b. services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body 

or authority of a Contracting Party; 

c. subsidies or grants provided by authorities of a Contracting Party, including 

government-supported loans, guarantees, and insurance; 

a. taxation measures. 

ARTICLE 3 

9ompliance with Domestic Laws and Regulations 

Without prejudice to this Agreement, an investor of a Contracting Party and its 

investment shall comply with all laws and regulations of the other Contracting Party, 

where the investment is located, concerning the establishment, acquisition, expan5ion, 

management, operation, and sale or other disposition of such investment. 



ARTICLE 4 

Corporate Social Responsibility 

Each Contracting Party shall encourage enterprises operating within its territory to 

voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognised 

standards, guidelines, and principles of co: porate social responsibility that have been 

endorsed or are supported by that Contracting Party. 

ARTICLE 5 

Promotion of Investments 

1. Each Contracting Party shall, subject to its gene.ral policy in the field o'f foreign 

investment, promote in its state territory investments by investors Qf the other 

Contracting Party . 

. i 2. Each Contracting Party shall ensure that its obligation arising out of this Agreement 

shall be implemented. 

ARTICLE 6 

Treatment of Investments 

1. Each Contracting Party shall accord fair and equitable treatment and full protection 

and security to investors of the other Contracting Party and their covered investment 

in its territory in accordance with paragraphs 2 to 4. 

2. A Contracting Party breaches the obligation of fair and equitable treatment as 

;eferred to in paragraph 1 where a measure or series of measures constitutes: 

a. denial of justice in criminal , civil or administrative adjudicative proceedings; 

b. fund2ment::tl breach of due process in judicial and administrative proceedings; 

c. targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, suc'1 as gender, race or 

religious belief; 

d. abusive treatment, such as coercion, abuse of power or similar bad faith 

conduct; or 

e. a breach of any further elements of the fair and equitable treatment obligat;on 

adopted by the Parties in accordance with paragraph 3 of this Article. 

3. F-or greater certainty, "full protection and security" refers to the Contr;lding Party's 

obiigations to act as may be reasonably necessary to protect physical security of 

I 
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investors and covered investments that do not create additional obl igations other 

than those which it offers to its own national and other aliens. 

4. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement 

or of a separate international agreement does not itself establish that there has been 

a breach of this Article. 

ARTICLE 7 

Most-Favoured-Nation Treatment 

1. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and 

to their investments treatment no less favourable than that it accords in like 

circumstances, to investors of any third state and thei r investments, ir. relation to the 

management, conduct, operation and disposal of investments. 

2. For greater certainty, treatment referred to in paragraph 1 shall not encompass 

dispute resolution mechanisms, or any procedural or judicial matters. 

3. For greater certainty, substantive obligations in other international investment 

treaties as referred to in paragraph 1, do not in themselves constitute "treatment", 

and thus cannot give rise to a breach of this Article. 

4. The provisions of this Agreement shall not be construed so as to oblige a 

Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the 

benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: 

a. mernnership of any existing or future regional economic integration agree~e11t or 

organization or customs union of which one of the Contracting Parties is or may 

become a party; or 

b. any international agreement or arrangement relating wholly or mainly tc 

taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation 

ART ICLE 8 

National Treatment 

1. Subject to its lci.ws and regulations, each Contracting Party shall accord to investors 

of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourab!e 

that it accords, in like circumstances, to its own investors and their investments, iri 

relation to the management, conduct, operation and disposal of investments. For 

greater certainty, "subject to its laws and regulations" shall include "existing" and 

future iaws and regulations, including their continuation and amendment. 

I 
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2. For greater certainty, the treatment to be accorded by a Contracting Party under 

paragraph 1 means, with respect to regional level of government, treatment no less 

favourable than the most favourable treatment accorded, in like circumstances, by 

that regional level of government to investors, and to investments of investors, of the 

Contracting Party of which it forms a part. 

ARTICLE 9 

Expropriation 

1. Neither Contracting Party may nationalize or expropriate an investment of an 

investor of the other Contracting Party either directly or indirectly through measures 

having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter 

"expropriate"), except: 

a. for public purposes; 

b. in a non-discriminatory basis; 

c. on payment of prompt, adequate and effective compensation in accordance 

with paragraphs 2 and 3; and 

d. in accordance with due process of law. 

2 . fhe compensation under paragraph 1 (c) of this Article shall be equivalent to the 

market value of the expropriated investment immediately before the expropriation 

occurs or the intended expropriation becomes public knowledge, whichever is 

earlier. The valuation of the fair market value of the expropriated investment shall 

exclude any speculative or windfall profits claimed by the investor. The 

compensation shall be effectively realizable, freely transferable and shall be made 

without undue delay. 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, any measure of direct expropriation relating to 

land shall be: 

a. for a purpose in accordance with the applicable domestic legislation of the 

Contracting Party where the expropriated investment is !ocated; and 

b. upon payment in accordance with the domestic legislation. 

4. Where the fair market value cannot be ascertained, the compensation shai! be 

determined in equ!table manner taking into account all relevant factors and 



circumstances, such as the capital invested, the nature and duration of the 

investment, replacement, and book value. 

5. An investor of a Contracting Party affected by the expropriation carried out by the 

other Contracting Party shall have the right to prompt review of its case by a judicial 

authority or other competent and independent authority of the latter Contracting 

Party. 

6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in 

relation to intellectual property rights in accordance with the domestic laws of the 

host country, or to the revoca.tion, limitation, or creation of intellectual property 

rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is 

consistent with the domestic laws of the host country. 

ARTICLE 10 

Compensation for losses 

1. Investors of either Contracting Party who suffer iosses of their investments in the 

territory of the state of the other Contracting Party due to war or other armed 

conflir:t, civil disturbances, a state of national emergency, revolt, i n~urrection or riot 

::shall be accorded with respect to restitution, indemnification, compensation or other 

settlement, treatment no less favourable than that accorded to its own investors or 

to investors of any third state, whichever is more favourabie. 

2. V\/ithout prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of a Contractin9 Party who 

in any of the events referred to in that paragraph suffer a loss in the territory of the 

state of the other Contracting Party resulting from the destruction of its investment or 

part thereof by the latter's forces or authorities, which wa~ not required by the 

necessity of the situation, shal! be ar.corded restitution or compensation. 

1 .. 

ARTICLE 11 

Transfers 

Each Contracting Party shall permit all transfers relating to an investment to be 

made freely and without delay into and out of its territory. Such tram>fers include: 



a. initial capital and additional amounts for the maintenance or increase of an 

investment; 

b. returns; 

c. proceeds from the sale of all or any part of the investment or from partial or 

complete liquidation of the investment; 

d. payments made under a contract, including a loan agreement; 

e. earnings of personnel engaged from abroad in connection to an investment in its 

territory, and 

f. payments made pursuant to Articles 9 (Expropriation) and 10 (Compensation for 

Losses) of this Agreement; 

2. Each Contracting Party shall permit transfers relating to an investment to be made in 

.:i fr~ely convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of 

trHnsfer. 

3. Each Contrncting Party shall permit returns in kind relating to an investment cts 

i·equired or specified in a written agreement between the Contracting Party anc an 

investment or an investor of the other Contracting Party. 

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, a Contracting Party may prc~vent or delay or 

suspend a transfer through the equitable, non-discrimincr~ory, and good faith 

apnl!cation of its laws relating to: 

a. bankrJJptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors , 

b. issuing, trading, or dealing in securities; 

c. crimina! or penal offenses and the recovery of proceeds of crime; 

d. financial reporting or record keeping of transfers wfien necessary to assist iaw 

enforcement or financial regulatory authorities; 

e. ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative 

proceedings; 

f. socia.! security, public retirement, or compulsory savings schemes; 

g. severance entitlements of employees; or 

h. the requirement to register and satisfy othei formalities imposed by T.he c:entr:=.il bank 

and other relevant authorities of a Contracting Party. 

5. Nothing in this Agreement shall affect the rights ar.d obligations of the Contrnc;tin!:J 

Parties as mernbers of the IMF under the Artic!es of P;greement of the IMF, includir.g 



the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement 

of the IMF. 

ARTICLE 12 

Denial of Benefits 

1. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other 

Contracting Party that is a legal person of such other Contracting Party and to 

investments of that investor if persons of a non-Contracting Party own or control the 

legal person and the denying Contracting Party does not maintain diplomatic relations 

with the non-Contracting Party. 

2. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor wh ich is a 

legal person of the other Contracting Party and to investments of that investor if that 

legal person has no substantial business operations in the territor1 of the State of the 

other Contracting Party and persons of a non-Contracting Party, _or of the denying 

Contracting Party, own or control the legal person. 

3. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor which is a 

natural person of the other Contracting Party and to investments of that investor if that. 

natural person acquired his or her nationality mainly for the purpose to obtain the 

benefits of this Agreement that would not otherwise be available to &uch investor. 

4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor which is a 

natural person of the other Contracting Party and to investments of that inw~stor if that 

natural person is also a national of the former Contracting Party. 

5. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other 

Contracting Party that is a legal person of that other Contracting Party and to 

i_nvestments of that investor if persons of a non-Contracting Party own or control the 

lega! person and the denying Contracting Party adopts or maintains measures with 

respect to the non-Contracting Party or a person of the non-Contracting Party that 

~vohibit transactions with the legal pP.rson or that would be violated or circumvented if 

the benefits of this Agreement were accorded to the legal person or to its investments. 



ARTICLE 13 

Prohibition of Performance Requirements 

1. Neither Contracting Party may impose or enforce on investors of the other Contracting 

Party any performance requirement in connectior. with the management, conduct or 

operation of their investments in the territory of that Contracting Party 

2 Neither Contracting Party may impose or enforce the following requirements , or enforce 

a commitment or undertaking, in connection with the management, conduct nr operation 

of a investment of investors of the other Contracting Party in its territory : 

a. to export a given level or percentage of goods; 

b. to achieve a ~iver. level or percentage of domestic content; 

c. to purchase, use or accord a preference to a good produced provided in its territory. 

or to purchase: goods or services from a person in its territory; 

d. to relate the volume or value of import$ to the volume or value of exports or to the 

amount of foreign exchange inflows associated with that investm'3nt; 

3. Paragraph 1 and 2 of this Article shall not prejudice to the applicable laws and 

regulations of the host Contracting Party 

4. This artic:e shall not apply to investor to state ~ispute settlement under Article 17 

(Settlements 0f Investment Disputes between an Investor of a Contracting Party and 

the other Contracting Party) of this Agreement. 

5. '.iVith respect to this Article arbitrary or discriminatory measures cannot be applied by 

ei~her Contracting Party. 

ARTICLE 14 

Right to Regulate 

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from 

adopting, maintaining or enforcing any measures otherwise consistent with this 

Agreement that it considers appropriate to: . 

a. Secure compliance with laws and :-egulations of tha Contm.cting Party that are not 

inconsistent with this Agreerrient; 

b. Protect environment or human, or plant life or health; 



c. Regulate the conservation of living or non-living exhaustible natural resources; or 

d. Ensure the maintenance or restoration of international peace or security, or the 

protection of its own essential security interests. 

2. The adoption, maintenance or enfoi·cement of such measures is subject to the 

requirement that they are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner or do not 

constitute a disguised restriction on investments of the other Contracting Party. 

ARTICLE 15 

Transparency 

1. Each Contracting Party shall endeavor to make publicly available its laws and 

regulations as well as international agreements to which the Contracting Party is a 

party, with respect to any matter covered by this Agreement. 

2 Each Contracting Party shall endeavor to , upon the request by the other Contracting 

Party, within a reasonable period of time, provide information to the other Contracting 

Party with respect to matters referred to in paragraph 1. 

3. When introducing or changing its laws and regulations that significantly affect the 

;mplementation and operation of this Agreement, each Contracting Party shall 

endeavor to take appropriate measures to enable interested persons to become 

acquainted with such introduction or change. 

ARTICLE 16 

Subrogation 

1. If a Contracting Party or an agency of a Contracting Party makes a payment to an 

investor of that Contracting Party under a guarantee, a contract of insurance or other 

form of indemnity it has granted on non-commercial risk in respect of an investment, 

the other Contracting Party shall recognise the subrogation or transfer of any right or 

claim in respect of such investment. The subrogated or transferred right or claim shall 

not be greater than the original right or claim of the investor. This, however, does not 

necessarily imply recognition of the latter Contracting Party of the merits of any case or 

the amount of any claims arising therefrom. 



. 
I 
I 
I 

:: ! 

I 

j 
. I 

i 

2. Where a Contracting Party or an agency of a Contracting Party has made a payment to 

an investor of that Contracting Party and has taken over rights and claims of the 

investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Contracting 

Party or the agency making the payment, pursue those rights and claims against the 

other Contracting Party. 

3. Subrogation shall take place after the prior consent of the host Contracting Party in 

whose territory the investment is made, if such consent is required by that host 

Contracting Party. 

ARTICLE 17 

Settlements of Investment Disputes between an Investor of a Contracting Party and 

the other Contracting Party 

1. This Article applies to legal disputes between an investor of a Contracting Party and 

the other Contracting Party arising out of the investment of the former in the territory of 

the state of the latter Contracting Party. Such dispute shall concern an alleged breach 

of an obligation of the Contracting Party under this Agreement which caused loss or 

damages to the investor of the other Contracting Party. 

2. To start consultations, the investor shall deliver to the Contracting Party a written 

notice. The notice shall specify details of the dispute such as: 

a. the name and address of the disputing investor; 

b. the provisions of this Agreement alleged to have been breached; and 

c. the factual and legal basis for the claim. 

3. If the dispute cannot be settled amicably within six months from the date of receipt of 

the written notice, the disputing investor shall submit the dispute to an ad hoc joint 

committee co-chaired by senior officials from both Contracting Parties (hereinafter 

referred to as the Joint Committee) with the presence of the disputing investor or its 

designee, to settle the dispute with a view to achieve mutually agreed solution. The 

decision of the Joint Committee shall be final and binding and shall exclude the 

:nvestors' right to submit the dispute in any other forums. In the event that the Joint 

Committee fails to issue the decision within six months from the date of the process, 

the disputing investor may submit the dispute to one of the following forums: 
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a. by a competent court of the Contracting Party in whose territory the investment is 

made; or 

b. by arbitration under the International Centre for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington 

on 18th March 1965 provided that both Contracting Parties are party to the said 

Convention; or 

c. by arbitration under the Additional Faci lity of ICSID, if only one of the Contracting 

Parties is a signatory to the Washington Convention; or 

d. by arbitration before a tribunal of three arbitrators in accordance with the Arbitration 

Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 

as amended in 2010 . 

4. The award shall be final and binding. Each Contracting Party shall ensure the 

recognition and enforcement ot the arbitral award in accordance with its laws and 

regulations, the norms and principles of international law . 

5. Disputes arising out of any contract concluded between the investor and any 

designated entity of a Contracting Party or its local government concerning the 

investment of those investors shall be settled according to the dispute settlement 

procedure stipulated therein. 

6. In the event that an investment dispute has been submitted for resolution under one of 

the forums provided for in paragraph 3 of this Article, the same investment dispute 

shall not be submitted for resolution under any other available forums as provided for 

i. 
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in paragraph 3 of this Article. ! , 

. ' 

7. No investment dispute may be submitted for resolution by arbitration under paragraph 

3 of this Article if more than three years have elapsed from the date on which the 

! investor first acquired or should have acquired knowledge of the alleged breach and 
I 

loss or damage that the latter has allegedly incurred. 

I 
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ARTICLE 18 

Settlement of Disputes between the Contracting Parties 

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or 

application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through 

consultations and/or other diplomatic channels. 

2. If the Contracting P8rties cannot reach an agreement within six months following the 

date on which the consultations were requested and/or other diplomatic channels 

were initiated by either Contracting Party, the dispute shall , upon th€ request of the 

Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal. In the absence of an 

agreement by the Contracting Parties to the contrary, arbitration proceedings shall 

be conducted in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules 

for Arbitrating Disputes between Two States, except as modified by the Contracting 

Parties or this Agreement. 

3. Unless the Parties otherwise agree, the dispute shal l be resolved by a three 

member arbitration tribunal. Each Contracting Paity shall appoint one arbitrator 

within :wo months from the date on which either Contracting Party receives from the 

other Contracting Party a request for arbitration. The two arbitrators thus se1ected 

shall together within a further two !11onths period, select a third arbitr3tor who is a 

national of a third State. The third arbitrator once approved by the two Contracting 

Parties, shall act cs Chairman of the arbitral tribunal. 

4. If any member of the arbitral tribunal is not selected within the time frames defined in 

paragraph 3 of this Article, the Secretary-General of the Permanent Court of 

.A.rbitration, upon the request of either Contracting Party, shall appoint, in his or her 

discretion, the arbitrator or arbitrators 'lot yet appointed. 

5. The place of the arbitration proceedings shall be The Hague, The Netherlands. 

6. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majori~y of votes. The dt3Cisions 

shall be final and binding upon each Contracting Party. 
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7 . Expenses incurred by the arbitrators, and other costs of the proceedings, shall be 

borna equally by the Parties. The arbitral t ribunal may, however, in its discretion, 

decide that a higher proportion of costs shail be paid by one of the Contracting 

Parties. 

ARTICLE 19 

Balance qf P~ments Measures 

1. A Contracting Party may, in a non-discriminatory manner adopt or maintain 

restrictions on payments or transfers related to investments in like situations: 

a. in the event of a serious balance of payments and external financial difficulties or 

threat thereof: or 

b. in cases where, in exceptionai circumstances, movements of capital cause or 

th:·eaten to cause serious difficulties foi" macroeconomic management, in 

particular, monetary and exchange rate pol icies. 

2. The restrictions referred to in paragraph 1 shall: 

a be consistent with the Articje.s of 1\greem~nt of the iMF; 

b. avoid unnece.ssary damage to the commercial, economic, and financial interests 

of the other Contracting Party; 

c. not exceed ~hose nAcessary to deal witl: the circumstances described in 

paragraph ·1 ; 

d. be temporary and be phased out progressively as the situation spF.cified i11 

paragraph 1 improves; 

r~ . not treat the other Contracting Party less favaurabiy tha11 a non-Contracting Party 

in like situations; 

3. Any rnstrictio11s adopted or maintained under paragraph 1, or any changes therein. 

shall be promptly notified to the other Contractir.g Party. 

ARTICLE 20 

Prudential Measures 

1. Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Contracting Party shall not 

be prevented from taking measures, in a non-discriminator1 manner, ;elating to 

firiancial services for prudential reasons, including measures for the protection of 

investors, deposibrs, policy holders, or p8rsons to whom a fiduciary duty is owed by 



an enterprise supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of its 

financial system. 

2. Where the measures taken by a Contracting Party pursuant to paragraph 1 do not 

conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the 

commitments or obligations of the Contracting Party under this Agreement. 

Nothing ln this Agreement shall be construed :o require a Contracting Party to disclost3 

inforanatiori relatinJ to the affairs end accounts of individual customers or any 

confici~n!ial or pror-.rietary informatic .. n in the possession of public enWies. 

J> .. RTICLE 21 

AmendmQ.Qts 

A~ agreed between the Contracting Pari.ies, the arnendme:1t$ and additions may be 

made to r.h!s Agreement, which shall be conclu-jed in t~:e form of a protocol to this 

Agr~t.~rr.ent and sh~li enter into force acr,orriiny to the paragrnph 1 of Article ?.;: of this 
.. . . . 

,L;greem~nt This protocol shall co;1stitute an :ntagral part of this Agre•:.r~ ie; ,t. 

ARTJCLE 22 

1. T;1is Agret;:m1ent shal! enter into ~orce thirty days ~fter the date of the exchange •)f 

instruments 1)f ratification by the Contracting Partie~. 

. . 
2. T~ : i :3 A9reerYJent shall remain in fo~ce for a period of ten yea.rs end s~atl conti;1ue to 

he in force: thereafter unless tennir.Gted in accordance :with par2graph 3. 

~' Ei:her Contrac~ing Party may tennin~t~ thiB Agrnement at the end of the initial ten· 
"· . . . . 

year peliod or at any tirne thereafter by sen:·hng to the .)thef: Cor;tracting Party a one 

year prior wrltt.an no\:ice through tlie diplomatic ci"1nnnP-ls. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersiyned, du!y authorized to that effect. have sign0d 



DONE at Bogar, Indonesia as of the Twenty-Fourth day of July in the year Two Thousand 

and Nineteen in duplicate each in the Indonesian, Arabic, and English languages. All texts 

are equally authentic. In case of divergence in interpretations of provisions of this 

Agreement by the Contracting Parties, the English text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

FOR THE GOVERNMENT 

OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

~== }:J 
SUL TAN BIN AHMED ALJABER 

MINISTER OF STA TE 



REPUBLIK INDONESIA 

PROTOCOL 

At the time of signing of the Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the United Arab Emirates for the Promotion and Protection of Investment 

(hereinafter referred to as "the Agreement"), both Governments have agreed upon the 

following provisions which shall form an integral part of the Agreement. 

1. With reference to paragraph 1 of Article 1 (Definitions) and paragraph 2 of Article 2 

(Scope) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that investments made by investurs of a 

Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, "laws and 

regulations" shall refer to the Investment Law of that Contracting Party . 

2. . With reference to paragraph 1 of Article 1 (Definitions) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that for the purposes of ttie Agreement, 

goodwill , market share or other similar intangible rights shall not be considered as an 

investment. 

3. With reference to paragraph 1 (1)(b) of Article 1 (Definitions) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that for the purposes of the Agreement, the 

term company shall be limited to· a company of an investor est2blished under the 

laws of the host State and located in the territory of the host State. 

4. With reference to paragraph 2(a) of Article 1 (Definitions) of the Agreemerit: 

l 
I_ 

In the case of Indonesia, it is understood that if a natural person possesses dual 

nationality, she or he shall"'be deemed to be exclusive!y ci national of the country 



where she or he ordinarily resides. And in addition, if a natural person is a national of 

both Contracting Parties, she or he will be deemed to be the national of the 

Contracting Party where her or his invest!!lent is located. 

5. With reference to paragraph 6 (a) of Article 2 (Scope) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that '"government procurement" means the 

process by which a government obtains the use of or acquires goods or services, or 

any combination tt"'ereof, for governmental purposes and not with a view to 

commercial sale or resale or use in the production or supply of goods or services for 

commercial sale or resale. 

6. With reference to paragraph 6 (b) of Article 2 (Scope) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that a ··service suppiied in the exercise' ,Jf 

governmental authority" means any ser.;;ce, which is supplied neither on a 

c'Jmmercial basis nor in i::ompetition with one or more service suppliers. 

7. With r~fe.rence to paragraph 6 (d) of Article 2 (Scope) of the Agreement: 

For greater ceriainty, it is understood that the Agreement shall not affect ttie rights 

and obligations of any Contractinq Party under any tax convention. 

8. With reference to Arfr::;le 5 (Promotion of Investment) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that a bre'-ich of a contract shall not be 

~cnsidered as a breach of this Agreement. 

9. With reference to Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment) and Articie 8 (National 

Treatment) of the Agreement:' 

For greater certainty, it is understood that whether treatment is accorded in "like 

circumstances" under Articles 7 (Most Favoured Nation) and 8 (National Treatment) 

of the Agreement depends on the totality of the circumstances, including whether the 

:-elevar.t treatment distinguishes between investors or investments on the basis of 

IAgitimate pubiic welfare objectives. 



10. With reference to paragraph 1 (Chapeau) of Article 9 (Expropriation) of the 

Agreement: 

For greater certainty, it is understood as follows: 

a. An action or a series of actions by a Contracting Party cannot constitute an 

expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or in 

an investment. 

b. Article 9 (Expropriation) of the Agreement addresses two situations. The first is 

direct expropriation, in which an investment is nationalized or otherwise directly 

expropriated through formal transfer of title or 0utright seizure. 

c. The second situation addressed by Article 9 (Expropriation) of the Agreement is 

indirect expropriation, in which an action or series of actions by a Contracting 

Party is carried out without forma! transfer of title or outright seizure. 

( ~) The determination of 1..vhether an action or series of actions by a Contracting 

Party, in a specific fact situation, constitutes an indirP.d expropriation, 

requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other 

factors : 

a. the economic impact of the government ::iction, although the fact that an 

action or ::>eries of actions by a Contracting Party has an adverse effect on 

the eco11omic value of an investment, stand!ng alone, does not es~ablish 

that an indirect expropriation has occurred; 

b. the extent to which the government action interfores with distinct, 

reasonable investment backed expectations arising out of the Contracting 

Party's prior binding written commitment to the investor; and 

c. the character of the government action. 

11 . With reference to paragraph 1 (c) of Article 9 (Expropriation): 

For greater certainty, it is understood that where there is a dispute about whether ci 

government conduct amounts to indirect expropriation within the meaning of Article 9 

(Expropriation) of the Agreement, the fact ~hat compensation has not been paid while 

thrit dispute remains unresolved does not render that conduct inherently unlawful if it 
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is subsequently found to constitute indirect expropriation within the meaning of that 

Article. 

12. With reference to paragraph 6 of Article 9 (Expropriation) of the Agreement: 

For greater certainty, it is understood that the term "revocation" of intellectual property 

rights includes the cancellation or nullification of those rights, and the term "limitation" 

of intellectual property rights includes exceptions to those rights. 

13. With reference to subparagraphs (g) and (h) of paragraph 4 of Article 11 (T~ansfers) of 

the Agreement 

For greater certainty, it is understood that situations under subparagraph$ (g) and (h) 

refers to, or derives from. a situation where an investment is terminated by investor 

and the investoi·s fails to fulfil its obligation in relation to those subparagraphs. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by the respective 

Governments, have signed this Protocol. 

DONE IN Begor, Indonesia on the Twenty~fourth day of July in the year Two Thousand 

and Nineteen ir duplicate in the English, Indonesia and Arabic languages, both texts being 

equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Protocol , the English 

text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT 

U IC OF INDONESIA 

MINISTER FOR FOREIGN AF 

FOR THE GOVERNMENT 

OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

~J 
SUL TAN Bl_N AHMED ALJABER 

MINISTER OF STATE 
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